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 Zulkarnaen Hamka, B111 07 950, Mediasi – Arbitrase Dan Arbitrasi – 
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. di 
bimbing oleh Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku pembimbing I (satu) 
dan Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H. selaku pembimbing II (dua). 
 Penelitian ini bertujuan 1) bagaimana efektifitas mediasi-arbitrase dan 
arbitrase-mediasi dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional dan 2) Untuk 
mengetahui bagaimana putusan dan penerapan mediasi-arbitrase dan mediasi-
arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdagangan Internasional. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa mediasi - arbitrase 
(med-arb) dan arbitrase – mediasi (arb-med) menggabungkan kelebihan yang dimiliki 
oleh dua alternatif penyelesaian sengketa mediasi dan arbitrase kedalam satu proses 
gabungan, perbedaan med-arb dan arb-med adalah pada yang manakah yang 
dilaksanakan terlebih dahulu apakah mediasi atau arbitrase. penyelesaian sengketa 
mediasi-arbitrase lebih efektif dari arbitrase-mediasi hal tersebut dapat dilihat pada 
bagaimana kedua metode penyelesaian sengketa ini menyelesaikan sengketa. Hasil 
dari proses mediasi-arbitrase dan arbitrase-mediasi adalah putusan akhir yang diebut 
“award” karena tujuan dari penggabungan mediasi dan arbitrase ini adalah untuk 
menutupi kekurangan dari arbitrase yang mahal dan lama dan  kekurangan dari 
mediasi yang sifat putusannya hanya berupa nota kesepakatan/kesepakatan para 
pihak, sehingga pengakuan dan pelaksanaan putusan dari hybrid mediasi-arbitrase 
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A.  Latar Belakang 
 Dalam era globalisasi ekonomi, terintegasinya proses kegiatan ekonomi dan 
perdagangan menjadi satu keniscayaan yang tak dapat dihindari, negara-negara di 
seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi. Batas 
“territorial” Negara akan menjadi kabur yang mengakibatkan gencarnya transaksi-
transaksi perdagangan antara para pelaku usaha luar negeri dengan pelaku usaha 
lokal, fenomena globalisasi ekonomi dan dampak positif dan negatifnya, utamanya 
terkait dengan perdagangan internasional, menjadikan perlunya suatu model 
penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan para 
pelaku usaha. Sementara penyelesaian sengketa konvensional yaitu pengadilan 
(Litigasi) memiliki kekurangan-kekurangan yang membuat model penyelesaian ini 
tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangannya. Diantaranya karena telalu 
formalistis, berbelit-belit,  dan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama.  
Kemudian lahirlah lembaga arbitrase sebagai siklus kedua penyelesaian 
sengketa yang mengakomodir kelemahan-kelemahan litigasi, yang pada mulanya apa 
yang diharapkan dapat dipenuhi oleh arbitrase yaitu penyelesaian sengketa berjalan 
cepat, tidak formalistik dan lebih ringan dari litigasi.
1
 Namun dalam 
perkembangannya, berperkara melalui arbitrasi ternyata tidak selalu murah dan cepat. 
                                                          
1
 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradialn dan Penyelesaian Sengketa 
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1997) hlm 226-227. 
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Berperkara melalui lembaga arbitrase mempunyai banyak kelebihan yang dengan 
sendirinya membawa para pihak pada posisi yang menguntungkan. Fenomena ini 
tidaklah selamanya benar sebab dalam beberapa kasus yang pernah terjadi 
membuktikan bahwa berperkara melalui lembaga arbitrase justru rumit dan berbelit-
belit sehingga menghabiskan waktu yang panjang juga biaya yang relatif lebih 
mahal.
2
 Sementara laju perdagangan yang cepat mengarah kepada “Free Trade” dan 
“Free Competition” memerlukan suatu model penyelesaian sengketa yang segera dan 
efisien. 
Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah siklus penyelesaian sengketa 
ketiga, metode ini Pertama kali lahir di Amerika Serikat dan terus berkembang. Pasal 
1 Angka (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif 
penyelesaian sengketa mendefinisikan “alternatif penyelesaian sengketa adalah 
lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para 
pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, 
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”3 menurut undang-undang yang termasuk 
alternatif penyelesaian sengketa adalah metode penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 
Dalam bidang hukum perdagangan internasional telah berkembang suatu 
metode alternatif penyelesaian sengketa baru yang menggabungkan dua metode 
penyelesaian sengketa menjadi satu proses penyelesaian, metode ini dinamakan 
                                                          
2
 Suleman Batubara Orinton Purba, Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing 
Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC, (Jakarta: Raih Asa Sukses. 2013). hlm. 30. 
3
 Undang-undang no.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa 
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“Hybrid processes combine two different roles for the neutral. An 
example of a hybrid process is med/arb (mediation/arbitration). Where the 
third party neutral initially mediates between the parties and attempts to help 
the parties reach resolution. In the event the parties fail to resolve the dispute, 
the third party neutral will then assume the role of arbitrator and determine 
the outcome of the dispute on behalf of the parties”.  
 
Salah satu contoh bentuk hybrid process yaitu gabungan mediasi-arbitrase dan 
arbitrase-mediasi, Mediasi-arbitrase (Med-Arb) menggabungkan kelebihan mediasi 
dan arbitrase menjadi satu, melalui dua langkah gabungan. “Med/Arb Combines the 
best features of mediation and arbitration into a single, two-step hybrid process”.5 
Penyelesaian sengketa lebih dulu dicoba melalui cara mediasi. Jika cara ini berhasil, 
proses selesai dan hasil kompromi menjadi putusan arbitrase. Akan tetapi, bila 
mediasi gagal, proses dilanjutkan melalui cara penyelesaian arbitrase dan putusannya 
bersifat langsung, final dan mengikat.
6
 Sementara Arbitrase-Mediasi (Arb-Med) 
adalah kebalikan proses Med-Arb. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, di rumuskan 
beberapa masalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana Metode mediasi-arbitrase dan arbitrase-mediasi dalam 
menyelesaikan sengketa dagang internasional? 
                                                          
4
 Alternative Dispute Resolution Center Manual: A Guide for Practitioners on Establishing and 
Managing ADR Centers. Hlm. 4 
5
 Steven Menack, Mediation/Arbitration: The Hybrid ADR Theory 
6
 Sujud Margono,  ADR dan ARBITRASE (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)(Bogor Selatan: 
Penerbit Ghalia Indonesia. 2004), hlm. 79 
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b. Bagaimanakah pengakuan dan pelaksanaan putusan yang dihasilkan dari 
metode penyelesaian sengketa mediasi-arbitrase dan arbitrase-mediasi ? 
C. Tujuan Penulisan 
Berdasarkan permasalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin 
dicapai oleh penulisan ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana metode mediasi-arbitrase dan arbitrase-mediasi 
dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan yang 
dihasilkan dari metode penyelesaian sengketa mediasi-arbitrase dan arbitrase-
mediasi ini. 
D. Manfaat Penulisan 
1. Menambah pengetahuan masyarakat terutama pembaca mengenai eksistensi 
mediasi-arbitrase dan arbitrase-mediasi sebagai alternative penyelesaian 
sengketa, penerapannya dan pengakuan terhadap hasil keputusannya. 
2. Membantu para peneliti sarjana hukum yang akan mengkaji lebih mendalam 
mediasi-arbitrase dan arbitrase-mediasi. 
3. Memberi masukan kepada masyarakat pada umumnya dan para pelaku bisnis 
pada khususnya tentang keuntungan penggunaan mediasi-arbitrase dan 







A. Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perdagangan Internasional 
1. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional 
 Istilah Perdagangan Internasional (Internasional Trade) atau disebut dengan 
perdagangan antarbangsa-bangsa, pertama kali dikenal di Benua Eropa yang 
kemudian berkembang di Asia dan Afrika. Negara-negara yang terhimpun dalam 
kegiatan perdagangan internasional membentuk suatu persetujuan dagang dan tariff 
(General Agreement on Tariff and Trade /GATT). Kemudian GATT berkembang 
menjadi suatu organisasi perdagangan internasional yang sekarang ini lebih dikenal 
dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
7
 
 Terdapat beberapa definisi hukum perdagangan internasional dari sarjana 




Definisi yang pertama dari seorang professor dari City Of London Collage 
yaitu professor Clive M. Schmitthoff, Schmitthoff mendefinisikan hukum 
perdagangan internasional sebagai : …” the body of rules governing commercial 
relationship of a private law nature involving different nations”.  
                                                          
7
 Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 17. 
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Dalam definisinya itu, Schmitthoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang 
hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri 
hukum publik. 
b. Michele Sanson 
Menurut Michele Sanson Hukum perdagangan internasional “... can be 
difined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, 
services and technology between nations”. Hukum perdagangan internasional dapat 
di definisikan sebagai aturan yang diadakan oleh para pihak yang ikut dalam jual beli 
barang, jasa dan teknologi antar Negara. 
c. M. Rafiqul Islam 
M. Rafiqul Islam memberikan batasan pada pengertian hukum perdagangan 
internasional sebagai berikut 
 “… a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods 
and services between individual business persons, trading bodies and States”.  
Menurut rafiqul islam, hukum perdagangan internasional terbatas pada 
transaksi transnasional seperti jual beli barang dan jasa antara individu, antara para 






2. Para Pihak Dalam Sengketa 




1. Para pelaku (stake holder) dalam perdagangan internasional yang mampu 
mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan, dan 
2. Para pelaku (stake holder) dalam perdagangan internasional yang mampu dan 
berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum 
perdagangan internasional. 
Dari batasan tersebut maka subjek hukum yang termasuk kedalam ruang 
lingkup hukum perdagangan internasional adalah Negara, organisasi internasional, 
individu, dan Bank.   
Menurut Huala Adolf para pihak yang bersengkata dalam hukum perdagangan 
internasional berdasarkan sifat lintas batas dari hukum perdagangan internasional 
yaitu : 
a. Sengketa antara Pedagang dengan Pedagang 
 Sengketa antara dua pedagang adalah sengketa yang sering dan paling banyak 
terjadi. Sengketa seperti ini terjadi hampir setiap hari. Sengketanya diselesaikan 
melalui berbagai cara. Cara tersebut semuanya bergantung pada kebebasan dan 
kesepakatan para pihak. Kesepakatan dan kebebasan akan pula menentukan forum 
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 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Ed. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 




pengadilan apa yang akan menyelesaian sengketa mereka. Kesepakatan dan 
kebebasan pula yang akan menentukan hukum apa yang akan diberlakukan dan 
diterapkan oleh badan pengadilan yang mengadili sengketanya.  
 Kesepakatan dan kebebasan para pihak adalah esensil. Hukum menghormati 
kesepakatan dan kebebasan tersebut. Sudah barang tentu, kesepakatan dan kebebasan 
tersebut ada batas-batasnya. Biasanya batas-batas tersebut adalah tidak melanggar 
UU dan ketertiban umum.   
b. Sengketa antara Pedagang dengan Negara Asing 
 Sengketa antara pedagang dan negara juga bukan merupakan kekecualian. 
Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dan negara sudah lazim ditandatangani. 
Kontrak-kontrak seperti ini biasanya dalam jumlah (nilai) yang relatif besar. 
Termasuk di dalamnya adalah kontrak-kontrak pembangunan (development 
contracts). Misalnya, kontrak di bidang pertambangan. yang menjadi masalah adalah 
adanya konsep imunitas negara yang diakui hukum internasional. Dengan adanya 
konsep iimunitas inilah yang sedikit banyak berpengaruh terhadap keputusan 
pedagang untuk menentukan penyelesain sengketanya. Masalah utamnya adalah 
dengan adanya konsep imunitas ini, suatu negara dalam situasi apapun, tidak akan 
pernah dapat diadili di hadapan badan-badan peradilan asing. 
 Namun demikian hukum internasional ternyata fleksibel. Hukum internasional 
tidak semata-mata mengakui atribut negara sebagai subyek hukum internasional yang 
sempurna (par excellence). Hukum internasional menghormati pula individu 
(pedagang) sebagai subyek hukum internasional terbatas. 
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 Karena itu dalam hukum internasional berkembang pengertian jure imperii 
dan jure gestiones. Yang pertama adalah tindakan- tindakan negara di bidang publik 
dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat. Karena itu tindakan-
tindakan seperti itu tidak akan pernah dapat diuji atau diadili di hadapan badan 
peradilan. 
 Konsep kedua, jure gesiones, yaitu tindakan-tindakan negara dibidang 
keperdataan atau dagang. Karena itu, tindakan-tindakan seperti itu tidak lain adalah 
tindakan-tindakan negara dalam kapasitasnya seperti orang-perorangan (pedagang 
atau privat). Sehingga tindakan-tindakan seperti itu dapat dianggap sebagai tindakan-
tindakan sebagaimana layaknya para pedagang biasa. Karena itu tindakan-tindakan 
seperti itu yang kemudian menimbulkan sengketa, dapat saja diselesaikan di hadapan 
badan-badan peradilan umum, arbitrase, dll. Sebaliknya negara-negara yang 
mengajukan bantahannya bahwa 
 Suatu badan peradilan tidak memiliki jurisdiksi untuk mengadili negara 
sebagai pihak dalam sengketa bisnis, biasanya ditolak. Badan peradilan umumnya 
menganut adanya konsep jure gestiones ini. 
3. Prinsip Dasar Hukum Perdagangan. 
 Menurut kamus besar bahasa Indonesia prinsip adalah dasar, asas (kebenaran 
yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya)
10
. 
 Tentang pengertian prinsip atau principle, Black’s Law Dictionary, 
memberikan pengertian sebagai berikut.  
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 A fundamental truth or doctrine, as of law; a Comprehensive rule of 
doctrine which furnishes a basis or drigen for other, a settled rule of action 
procedure or legal determination. A truth or preposition so clear that it can 
not be proves or contradicted anless by a preposition which is still cleaner. 
That which constitutes the essence of a body or its constituent parts. That 




  Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum adalah 
sesuatu yang sangat mendasar bagi semua konsep hukum, prinsip hukum tidak 
terpisah dari kategori norma-norma hukum melainkan hanya berbeda dalam isi dan 
pengaruhnya. 
 Professor Aleksancer Goldstajn memperkenalkan 3 prinsip-prinsip dasar 
(Fundamental Principles) dalam hukum perdagangan internasional. Tiga prinsip 
tersebut, yaitu (a) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (the principle of the 




a. Prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (the principle of freedom of 
contract). 
 Prinsip kebebasan berkontrak adalah prinsip universal dalam hukum 
perdagangan internasional, kebebasan itu termasuk kebebasan dalam membuat 
kontrak-kontrak dagang. Huala adolf menambahkan kebebasan-kebebasan yang lain.  
 “Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas.. ia meliputi 
kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati. Ia termasuk 
                                                          
11
 Hendry Compbell Black, Black’s Law Dictionary, (St. Paul Minn: West Publishing, 1983). 
12





pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya. Ia mencakup 
pula kebabasan untuk memilih hukum yang berlaku terhadap kontrak, dll.”13 
b. prinsip pacta sunt servanda.(Kepastian Hukum) 
 Menurut Huala Adolf, Prinsip Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang 
mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik).  
c. prinsip penggunaan arbitrase 
 Menurut Goldstajn penggunaan arbitrase menjadi salah satu prinsip dasar 
dalam hukum perdagangan karena banyaknya kelebihan yang dimiiki, “Moreover, to 
the extent that the settlement of differences is referred to arbitrationm, a uniform legal 
order is being created. Arbitration tribunal”. 
4. Prinsip Penyelesain Sengketa Perdagangan Internasional. 
 Dalam perdagangan terutama dalam era globalisasi saat ini sangat mungkin 
terjadi sengketa antara perusahaan-perusahaan antar negara ataupun antara suatu 
negara dengan MNC (Multi National Corporation). Dalam menyelesaikan sengketa-
sengketa ini terdapat beberapa prinsip yang digunakan yaitu:
14
 
a. Prinsip kesepakatan para pihak (Konsensus) Termasuk dalam lingkup pengertian 
kesepakatan ini adalah:  
1) bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berupaya menipu, menekan 
atau menyesatkan pihak lainnya; 
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2) bahwa perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan kedua belah 
pihak. Artinya, pengakhiran kesepakatan atau revisi terhadap muatan kesepakatan 
harus pula berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. 
b. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa Penyerahan sengketa 
kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, 
penyerahan suatu sengketa ke badan arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan 
para pihak untuk memilihnya 
c. Prinsip kebebasan memilih hukum, adalah prinsip kebebasan para pihak untuk 
menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) 
oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak 
untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan 
kelayakan (ex aequo et bono). 
d. Prinsip itikad baik. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari 
para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. 
e. Prinsip exhaustion of local remedies.  
 Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa 
sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka 
langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum 
nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted).  
  “the principle of “exhaustion of local remedies” or the use of local 
 remedies in international law can not be separated from the context of 
 state responsibility. a state’s responsibility for the losses of foreigner can  not 
13 
 
be called in the form of an international deman, all local remedies  have not been 
used for sufficient improvement over the losses suffered by  foreigners.”15 
 
  Prinsip exhaustion of local remedies tidak dapat lepas dari tanggung 
jawab Negara, karena penggunaan upaya hukum setempat adalah merupakan salah 
satu aspek dari tanggung jawab Negara sehubungan dengan kerugian yang dialami 
oleh orang asing atas kelalaian sebagai sumber daripada kerugian. 
  Penggunaan upaya hukum setempat meliputi bukan hanya penunjuk-
an  terhadap mahkamah dan pengadilan, tetapi juga penggunaan sarana prosedural 
yang tersedia bagi penuntut sebelum disampaikan kepada Mahkamah atau 
pengadilan. Ini merupakan sistim perlindungan hukum yang bersifat menyeluruh 
yang diberikan oleh hukum nasional yang harus diuji lebih dahulu, sebelum Negara 




  Lebih lanjut dijelaskan bahwa suatu tuntutan tidak akan diterima pada 
tingkat internasional, kecuali jika warga Negara asing secara individual atau 
perusahaan yang bersangkuta telah  menggunakan seluruh upaya hukum yang 
tersedia baginya dinegara dimana ia mengalami ke-rugian atau perlakuan tidak adil. 
Hal ini merupakan suatu ketentuan yang dibenarkan oleh pertimbangan-pertimbangan 
praktis dan politis dan bukanlah merupakan kebutuhan logis yang diturunkan dari 
hukum internasional secara keseluruhan.
17
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B. Metode Penyelesaian Sengketa 
Pada dasarnya para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis akan selalu 
berusaha agar segala sesuatu yang telah direncakan dapat berjalan dengan lancar, 
namun dalam prakteknya, terkadang tidak berjalan sesuai harapan karena para pihak 
tersebut mempunyai penafsiran yang berbeda terhadap apa yang telah disetujui dalam 
kontrak, hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan sengketa. Selanjutnya 
setiap sengketa dan perselisihan akan berusaha diselesaikan melalui jalur hukum. 
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, litigasi dan non litigasi 
(alternatif penyelesaian sengketa). 
1. Penyelesaian sengketa dengan Litigasi.  
Litigasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. 
Menurut Sujud Margono, S.H. “Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik 
yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak 
memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan”.18 
Litigasi adalah suatu proses yang sangat familiar dengan karakteristik pihak 
ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan, penyelesaian sengketa melalui 
litigasi disebut juga penyelesaian sengketa melalui pengadilan. 
Dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, para 
pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat melalui pengadilan. 
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Satu asas yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan 
kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam pasal 1865 KUHPdt yang 
mengemukakan bahwa: 
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna 
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk 
suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”19 
Henny Mono, S.H. menjelaskan bahwa pembuktian itu adalah suatu tindakan 
yang dilakukan oleh pihak yang beperkara dalam suatu sengketa perdata. Dalam hal 
pembuktian bertujuan majelis hakim menetapkan hukum di antara kedua belah pihak 
yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai 
keadilan.
20
 Untuk itu, jika penyelesaian sengketa perdagangan dipilih lewat lembaga 
peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan, yakni pihak penggugat wajib 
membuktikan kebenaran dalilnya. Di samping itu, penggugat harus tahu persis di 
mana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal 
tergugat, Asas ini dikenal dengan istilah Actor Secuitor Forum Rei. 
Selain penyelesaian sengketa melalui badan peradilan nasional, para pihak 
yang bersengketa juga dapat menyelesaikan sengketa mereka ke badan peradilan 
internasional, salah satu badan peradilan yang menangani sengketa dagang adalah 
WTO. Namun, perlu ditekankan bahwa WTO hanya menangani sengketa antar 
Negara anggota WTO. Umumnya pun sengketanya lahir karena adanya suatu pihak 
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(pengusaha atau Negara) yang dirugikan karena adanya kebijakan perdagangan 
Negara lain anggota WTO yang merugikannya. Alternatife lain adalah melalui 
Mahkamah Internasional (International Court of Justice), pengadilan ad hoc atau 
pengadilan khusus. 
Karakteristik, Kelebihan, dan Kelemahan Sistem Litigasi. Karakteristik 
penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi :
21
 
a) Prosesnya sangat formal 
b) Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim) 
c) Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan 
d) Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding) 
e) Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah) 
f) Persidangan bersifat terbuka 
Kelebihan dari penyelesaian sengketa dengan sistem litigasi adalah: 
1. Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di 
Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan 
agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir 
semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini) 
2. Biaya yang relatif lebih murah (Salah satu azas peradilan Indonesia adalah 
Sederhana, Cepat dan Murah) 
Menurut Sujud Margono, Kekurangan penyelesaian sengketa melalui litigasi 
adalah bahwa pihak yang berperkara seringkali dapat membuat litigasi berjalan 
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semata-mata untuk merugikan pihak lain dan membuat proses perkara menjadi lebih 
mahal, selain itu hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan 
yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah. Dengan lebih 
rinci, Sujud Margono, S.H. merangkum beberapa kritikan terhadap peradilan dari 
beberapa negara yaitu:  
1. Penyelesaian sengketa “lambat” 
a) Penyelesaian perkara melalui proses litigasi pada umumnya lambat atau waste 
of time. 
b) Hal di atas (a) mengakibatkan proses pemeriksaan bersifat sangat formal 
(formalistic) dan sangat teknis (technically).  
c) Arus perkara makin deras sehingga peradilan dijajali dengan beban yang 
terlampau banyak (overloaded). 
2. Biaya perkara “mahal” 
Semua pihak menganggap biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan 
dengan lamanya penyelesaian. Makin lama penyelesaian mengakibatkan makin tinggi 
biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan upah pengacara yang harus 
ditanggung.. melihat kenyataan biaya perkara yang mahal membuat orang berperkara 
di pengadilan menjadi lumpuh dan terkuras segala sumber daya, waktu, dan pikiran 





3. Peradilan tidak tanggap (unresponsive) 
a) Pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum serta 
sering mengabaikan perlindungan umum dan kebutuhan masyarakat. 
b) Pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil atau unfair. Berdasarkan atas alas 
an bahwa pengadilan dalam memberikan kesempatan serta keleluasaan 
pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya. 
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah 
a) Salah satu pihak pasti menang dan pihak lain pasti kalah (win-lose). 
b) Keadaan kalah menang dalam berperkara tidak pernah membawa kedamaian, 
tetapi menumbuhkan bibit dendam dan permusuhan serta kebencian. 
c) Putusan pengadilan membingungkan 
d) Putusan pengadilan sering tidak memberikan kepastian hukum (uncertainty) 
dan tidak bisa dipredikasi (unpredictable). 
e) Kemampuan para hakim bersifat “generalis” para Hakim dianggap hanya 
memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Ilmu pengetahuan yang mereka 




Sebenarnya masih banyak kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan, namun dari deskripsi yang telah dikemukakan di atas menunjukkan 
bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai pressure valve dan the 
last resort telah berkurang. Faktor utamanya adalah bahwa sifat pengadilan yang 
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formal dan terlalu tekhnis, sifat formal dan tehnis tersebut mengakibatkan lamanya 
proses penyelesaian sengketa, sementara masyarakat menghendaki penyelesaian 
sengketa yang cepat dan murah terutama bagi masyarakat yang begelut dalam dunia 
bisnis. 
2. Penyelesaian sengketa dengan Non Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa). 
Alternatif penyelesaian sengketa pertama kali lahir di Amerika Serikat pada 
tahun 1976. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempelopori 
ide menggunakan alternative penyelesaian sengketa pada suatu konferensi di Saint 
Paul, Minnesota Amerika Serikat, hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor 
gerakan reformasi pada awal tahun 1970, di mana saat itu banyak pengamat dalam 
bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang 
serius mengenai efek negative yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. 
Akhirnya American Bar Assosiation (ABA) merealisasikan rencana itu dan 
selanjutnya menambahkan komite APS pada organisasi mereka diikuti dengan 
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1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke 
pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan sehingga 
memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang 
memuaskan. 
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. 
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan 
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang 
menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang 
memuaskan. 
Perkembangan ADR di Indonesia diawali dengan perkembangan Arbitrase, 
perkembangan arbitrase sudah dimulai sejak tahun 1977 dengan dibentuknya 
Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas prakarsa Kamar Dagang 
Indonesia (KADIN), setelah lama adanya pembahasan mengenai perubahan mengenai 
pedoman arbitrase yang sesuai dan dapat diterima, baik secara nasional dan 
internasional serta perlunya pelembagaan APS, maka melalui perangkat perundang-
undangan pada tanggal 12 agustus 1999 pemerintah mengesahkan UU No. 30 Tahun 
1999. 
Model penyelesaian yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah tentang 
cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas 
perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa,
25
 Adapun alternatif penyelesaian 
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sengketa yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 hanya terbatas pada konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. 
a. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Menurut Sujud Margono, terdapat dua pengertian terhadap alternatif 
penyelesaian sengketa yaitu alternative to litigation dan alternative to adjudication, 
dan keduanya mempunyai implikasi yang berbeda.  
“apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (alternative to litigation), 
seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, 
merupakan bagian dari ADR. Apabila ADR (diluar litigasi dan arbitrase) merupakan 
bagian dari ADR, pengertian ADR sebagai  alternative to adjudication  dapat 
meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif 
seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.”26   
alternative to litigation yang dimaksud oleh sujud margono adalah alternatif 
penyelesaian sengketa yang dipahami oleh hukum internasional, sedangkan 
alternative to adjudication adalah alternative penyelesaian sengketa menurut 
Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian 
sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa menurut Black’s Law Dictionary yaitu: 
“Alternative Dispute Resolution. (1978) A Procedure for settling a dispute by 
means other than litigation, such as arbitration or mediation”. 
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Maka yang dimaksud dengan ADR (alternatif penyelesaian sengketa) dalam 
Black’s Law Dictionary adalah semua penyelesaian sengketa selain litigasi 
(pengadilan umum), Yaitu mediasi, arbitrase, negosiasi, konsiliasi, dll, (alternative to 
litigation). Dan alternative to adjudication dapat kita lihat dalam pengertian alternatif 
penyelesaian sengketa dalam pasal 1 Angka (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 
1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, yaitu: 
“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau 
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di 
luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian 
ahli”. 
Dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
arbitrase dan penyelesaian sengketa tersebut arbitrase bukanlah termasuk alternatif 
penyelesaian sengketa. Yang termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Internasional adalah Konsultasi, Negosiasi, Konsiliasi atau Penilaian Ahli. 
(alternative to adjudication).  
Pengertian arbitrase sesuai Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 30 
Tahun 1999, yaitu: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis 
oleh para pihak yang bersengketa.” Pengertian alternatif penyelesaian sengketa dan 
arbitrase telah diperkenalkan sebagai suatu institusi/Lembaga yang dipilih para pihak 
yang mengikat apabila beda pendapat atau sengketa. Dengan demikian, berdasarkan 
23 
 
Undang-Undang, Alternatif Penyelesaian Sengketa bertindak sebagai lembaga 
independen di luar arbitrase.
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b. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa 
1. Negosiasi 
Kata Negosiasi berasal dari kata negotiation yang berarti perundingan, 
sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator (negotiator). 
Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum, negosiasi 
sudah merupakan kegiatan sehari-hari masyarakat, tawar-menawar harga, gaji dan 
lain sebagainya. Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah “Komunikasi dua arah 
yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki 
berbagai kepentingan yang masa maupun yang berbeda”.28  
Black’s Law Dictionary mendefinisikan negosiasi sebagai berikut :  
a consensual bargaining process in which the parties attempt to reach 
agreement on a disputed or potentially dispute matter. Negotiation also 
involves complete autonomy for the parties involved, without the intervention 
of third parties. (proses tawar-menawar kesepakatan di mana para pihak 
berusaha untuk mencapai kesepakatan tentang sengketa atau hal yang 
berpotensi menjadi sengketa. Negosiasi juga melibatkan otonomi penuh bagi 
pihak-pihak yang terlibat, tanpa campur tangan dari pihak ketiga). 
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Kelemahan penyelesaian sengketa melalui negosiasi yaitu:
29
  
a. manakala para pihak yang berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, 
yang lain lemah. Dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi 
untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acapkali terjadi manakala dua pihak 
bernegosiasi untuk menyelesaiakan sengketanya diantara mereka.  
b. Bahwa proses berlangsungnya negosiasi acapkali lambat dan bias memakan 
waktu lama. Ini terutama karena sulitnya permasalahan-permasalahan yang timbul 
di antara para pihak. Selain itu jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas 
waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi ini. 
c. Manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini  dapat 
mengakibatkan proses ini tidak berjalan produktif. 
2. Mediasi 
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, 
yakni pihak-pihak yang memberi masukan kepada pihak yang bersengketa. 
Pengertian mediasi dapat ditemukan di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 pasal 1 
butir tujuh Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan Mahkamah Agung RI 
yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 
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kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
30
 Beberapa ahli hukum 
memberikan pengertian tentang arbitrase, yaitu: 
a. Laurence Bolle 
Menurut Laurence Bolle,  
“Mediation is a dicision making process in which the parties are 
assisted by mediator; the mediator attempt to improve the process of decision 
making and to assist the parties the reach an out-come to which of them can 
assent.”  
(Mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak 
dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Kewenangan pengambilan keputusan 
sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para 
pihak dalam proses pengambilan keputusan.) 
b. J. Folberg and A. Taylor 
Menurut J. Folberg and A. Taylor,  
 “The process by which the participants, together with the  assistance 
of a neutral persons, systematically isolate dispute in order to  develop opyion, 
consider alternative, and reach consensual settlement tah  will accommodate their 
needs.” 
(Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan 
secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang 
netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian 
sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai 
suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.) 
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Berbeda dengan arbitrase maupun litigasi yang memiliki produk hukum 
putusan yang mengikat dan berkekuatan eksekutorial, produk hukum dari suatu 
proses mediasi adalah kesepakatan para pihak yang berbentuk perjanjian. Perjanjian 




Pengaturan mengenai mediasi dapat dilihat dalam ketentuan mengenai 
mediasi yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
yang berbunyi : 
“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau 
beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli 
maupun melalui seorang mediator.” 
Ketentuan ini merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari 
gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 Ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi : 
“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian 
sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan 
langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya 
dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.” Menurut Undang-Undang No. 30 
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Tahun 1999. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis 
adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. 
Mediasi dapat dibagi kedalam dua kategori yakni mediasi di pengadilan 
(litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi).  
1) Mediasi di Pengadilan. 
Mediasi di pengadilan sudah sejak lama di kenal di banyak Negara. Hakim 
meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan 
menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Dalam mediasi 
ini seorang hakim atau seorang ahli  bertindak sebagai mediator. Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mewajibkan para pihak untuk terlebih 
dahulu menempuh mediasi sebelum sengketa diputus oleh hakim, dan memerintahkan 
hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih 
dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa 
dan diputus oleh hakim maka konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi 
hukum. Pasal 2 Ayat (2) dan (3) Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008: 
“(2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur 
penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini; (3) Tidak 
menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan 
putusan batal demi hukum.” 
28 
 
Adapun kesepakatan perdamain yang telah dibuat dapat diajukan kepada 
hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, konsekuensinya adalah bahwa 
dalam hal dibuat suatu akta perdamaian, maka isi dari kesepakatan perdamaian 
tersebut akan ditempelkan dalam putusan pengadilan (akte van dading/akta 
perdamain) sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR. Keputusan daripada akte van 
dading/akta perdamaian ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apa pun terhadapnya. 
Namun bila dalam hal para pihak tidak membuat kesepakatan dalam bentuk akta 
perdamaian, menurut Pasal 17 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur 
mediasi di pengadilan, kesepakatan tersebut harus memuat klausul pencabutan 
gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai. 
2) Mediasi di luar pengadilan 
Mediasi di luar pengadilan merupakan mediasi yang dilaksanakan di luar 
pengadilan, kemudian perdamaian yang terjadi dimohonkan ke pengadilan untuk 
dikuatkan dalam akta perdamaian. sesuai pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009, perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh para pihak wajib untuk 
didaftarkan di pengadilan negeri paling lama 30 hari sejak perjanjian tersebut 
ditandatangani.
32
 Dengan didaftarkannya suatu kesepakatan tertulis mediasi 
kepengadilan negeri, maka kesepakatan tersebut akan menjadi suatu kesepakatan 
yang memiliki kekuatan eksekutorial, kesepakatan-kesepakatan perdamaian yang 
tidak didaftarkan ke pengadilan yang berwenang akan membuat kesepakatan 
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perdamaian tersebut seperti halnya suatu perjanjian biasa yang mengikat para pihak 
berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata jo. Asas pacta sunt servanda, dengan kata lain 
kesepakatan demikan tidak akan mempunyai kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, 
pentingnya suatu pendaftaran kesepakatan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) UU No. 
30 Tahun 1999 adalah untuk membuat suatu perjanjian perdamaian tersebut memiliki 
kekuatan hukum.
33
 Beberapa lembaga mediasi di luar pengadilan di Indonesia yaitu 
mediasi perbankan, mediasi hubungan internasional, dan mediasi asuransi.  
c. Arbitrase 
Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa 
“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan 
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 
pihak yang bersengketa.” 
Dalam Black Law Dictionary, arbitrase diartikan sebagai berikut : 
 “A Method of dispute resolution involving one or more neutral 
 third parties who are use. Agreed to by the disputing parties and whose 
 decision is binding.” 
Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah 
suatu metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang 
melibatkan satu atau lebih orang pihak ketiga yang netral yang disetujui oleh para 
pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa  melalui arbitrase ini didasarkan pada 
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perjanjian atau klausula arbitrase, yang dibuat tertulis oleh para pihak, baik sebelum 
atau sesudah terjadinya sengketa. 
Beberapa ahli hukum juga memberikan pengertian tentang Arbitrase salah 
satunya R. Subekti, yang kemudian memberikan pengertian tentang arbitase sebagai 
berikut. 
“arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim 
atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau 
menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau 
tunjuk tersebut”. 
Beberapa pengertian arbitrase tersebut menunjukkan bahwa terdapat lima ciri 
Arbitrase. 
a. Bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) 
b. Didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dibuat secara tertulis, baik 
sebelum maupun setelah timbulnya sengketa. 
c. Dalam proses penyelesaiannya, para pihak dibantu oleh seorang pihak 
ketiga yang netral (arbiter). 
d. Arbiter yang dipilih langsung oleh para pihak dapat ditunjuk oleh 
pengadilan negeri atau suatu lembaga arbitrase. 





Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah 
melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Konsiliasi 
dan mediasi sulit untuk dibedakan. Istilahnya acapkali digunakan bergantian namun 
konsiliasi lebih formal dari mediasi.
34
 
 Sementara itu, mengenai konsiliasi disebutkan didalam buku Black’s Law 
Dictionay,  
“Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, 
unantagonistic manner used in court before trial with a view towards 
avoiding trial and in labor dispute before arbitrarion. Court of conciliation is 
court with propose terms of adjustments, so as to avoid litigation.” 
 
Namun, apa yang disebutkan dalam Black’s Law Dictionary pada prinsipnya 
konsiliasi merupakan perdamaian sebelum sidang peradilan (litigasi). Dengan 
demikian, konsiliator dalam proses konsiliasi harus memiliki peran yang cukup 
berarti. Oleh karena itu, konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapat-
pendapatnya mengenai duduk persoalannya. Dalam menyelesaikan perselisihannya, 
konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara 
terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak 
berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak 
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sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh 
parah pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan diantara 
mereka. 
e. Hybrid ADR 
Dalam bidang hukum perdagangan internasional telah berkembang suatu 
metode penyelesaian sengketa baru yang menggabungkan dua metode penyelesaian 
sengketa menjadi satu proses penyelesaian, metode ini dinamakan metode Hybrid. 
“Hybrid processes combine two different roles for the neutral. An example of a 
hybrid process is med/arb (mediation/arbitration). Where the third party neutral 
initially mediates between the parties and attempts to help the parties reach 
resolution. In the event the parties fail to resolve the dispute, the third party neutral 
will then assume the role of arbitrator and determine the outcome of the dispute on 
behalf of the parties”. 35 Penggunaan Metode Hybrid sebagai suatu metode 
penyelesaian sengketa di Indonesia masih sangat baru, BANI sebagai salah satu 
Badan Arbitrase Nasional di Indonesia baru menggunakan aturan dan prosedurnya 
pada tahun 2006 walaupun sudah mengembangkannya pada tahun 2003. Metode 
hybrid yang digunakan BANI yaitu Arb-Med-Arb
36
 Beberapa bentuk hybrid process 
yaitu gabungan mediasi-arbitrase, arbitrase-mediasi, dan Arbitrase-Mediasi-Arbitrase. 
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A. Lokasi Penelitian 
  Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan penelitian 
kepustakaan maka yang menjadi lokasi penelitian adalah perpustakaan pusat 
Universitas Hasanuddin dan perpustakaan fakultas hukum UNHAS. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
  Penelitian yang akan dilaksanakan ini menggunakan penelitian 
kepustakaan (library research), di mana sumber data diperoleh dari : 
a. Bahan-bahan hukum primer 
Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
b. Bahan Hukum sekunder 
Untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang 
ditemukan dalam bahan primer. Maka digunakan bahan hukum sekunder yang 
berupa literature kepustakaan. 
c. Bahan hukum tersier 
34 
 
Bahan ini berisi keterangan tantang hal-hal yang kurang atau belum dipahami 
mengenai data ukum primer dan data hukum sekunder sebagai bahan hukum 
penunjang. Bahan hukum terisier tersebut berupa kamus-kamus hukum, 
 
C. Analisis Data Penelitian 
  Data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan 
metode analisis isi (Content Analisis) dan analisis kualitatif serta diuraikan 















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Metode mediasi-arbitrase dan arbitrase-mediasi dalam penyelesaian sengketa 
perdagangan internasional. 
 Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga, yakni 
pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan 
sengketa mereka. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah 
penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya 
kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.
37
 
Namun dalam mediasi tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk 
menaati apa yang disarankan oleh mediator. Mediator dalam mediasi tidak 
mempunyai kekuasaan memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang 
bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai 
terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak, kesepakatan ini yang selanjutkan 
dituangkan dalam suatu perjanjian atau nota kesepakatan.  
Sementara penyelesaian sengketa melalui arbitrase berarti para pihak 
mengajukan sengketanya kepada pihak ketiga yang netral dan kemudian membuat 
putusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut, adapun putusan yang dihasilkan 
oleh arbitrase adalah putusan yang mengikat secara hukum, yang bisa dimintakan 
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pelaksanaan putusannya jika salah satu pihak ingkar. berperkara melalui arbitrasi 
ternyata tidak selalu murah dan cepat, berperkara melalui lembaga arbitrase 
mempunyai banyak kelebihan yang dengan sendirinya membawa para pihak pada 
posisi yang menguntungkan. Fenomena ini tidaklah selamanya benar sebab dalam 
beberapa kasus yang pernah terjadi membuktikan bahwa berperkara melalui lembaga 
arbitrase justru rumit dan berbelit-belit sehingga menghabiskan waktu yang panjang 
juga biaya yang relatif lebih mahal. 
38
 
Hybrid med-arb dan arb-med mengambil kelebihan masing-masing yang 
dimiliki oleh mediasi dan arbitrasi dan mengabungkannya kedalam suatu proses 
penyelesaian, perbedaan keduanya terdapat pada yang manakah yang pertama kali 




 Mediasi-arbitrase (Med-Arb) di buat untuk membawa keuntungan yang 
dimiliki mediasi dan arbitrase kedalam satu forum, Mediasi-arbitrase (Med-Arb) 
menggabungkan dua metode penyelesaian sengketa yaitu mediasi dan arbitrase dalam 
sebuah proses gabungan, pertama menggunakan mediasi dan lalu menggunakan 
arbitrase yang formal untuk memutus persoalan yang tidak terselesaikan pada proses 
madiasi.
40
  Dalam pengertian bahwa bila sebagian atau keseluruhan proses mediasi 
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tidak berhasil atau dalam jangka waktu tertentu dalam proses mediasi ditemui jalan 
buntu maka proses dilanjutkan melalui arbitrase. Pihak ketiga yang sebelumnya 
bertindak sebagai mediator dapat menjadi arbitrator (bila memenuhi kualifikasi) pada 
proses arbitrase dan dengan segera memberikan keputusan arbitrase, atau para pihak 
yang bersengketa dapat menggunakan seorang arbitrator yang sebelumnya telah 
berkonsultasi dengan mediator dalam proses mediasi awal. 
Jika para pihak setuju untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase maka mediator kemudian akan membuat Nota Kesepakatan (memorandum 
of argreement) yang menyatakan mereka menyerahkan sengketa mereka untuk 
diselesaikan melalui arbitrase. Dengan catatan dalam nota tersebut tertuang juga hasil 
yang telah dicapai dalam proses mediasi dan akan dipatuhi oleh para pihak. Berbeda 
dengan nota kesepakatan pada proses mediasi tradisional yang tidak mengikat, nota 
kesepakatan yang telah disiapkan oleh mediator dalam proses med-arb secara khusus 




Terdapat dua bentuk Med-Arb, bentuk yang pertama mediator juga berfungsi 
sebagai arbitrator pada proses arbitrase, dan bentuk kedua adalah bentuk dasar dari 
Med-Arb yaitu proses mediasi penuh dengan proses arbitrase penuh bila proses 
mediasi gagal menyelesaikan keseluruhan sengketa. 
42
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1. Mediator juga berfungsi sebagai arbitrator pada proses arbitrase. 
 Dalam bentuk ini mediator dan arbitrator adalah orang yang sama, 
keuntungannya adalah agar para pihak dapat menyampaikan temuan-temuan yang 
mungkin belum disampaikan pada proses mediasi atau informasi-informasi lain yang 
ingin disampaikan para pihak kepada arbitrator untuk membantu pembuktian 
terhadap masalah yang belum diselesaikan, dalam bentuk Med-Arb ini, disarankan 
untuk membuat nota kesepakatan untuk masalah yang sudah terselesaikan pada tahap 
mediasi tanpa memberitahukan sebelumnya kepada para pihak tentang bagaimana 
arbitrator akan menyelesaikan sebagian masalah yang tidak terselesaikan tersebut. 
karena ada kemungkinan salah satu pihak yang kecewa terhadap keputusan dari 
arbitrase meninggalkan proses Med-Arb tanpa menandatangani nota kesepakatan. 
 
2. Mediasi penuh dan diikuti arbitrase penuh bila proses mediasi gagal  
 Dalam bentuk Med-Arb ini mediator dan arbitrator adalah pihak yang 
berbeda, arbitrator dapat dipilih oleh para pihak sesuai dengan spesialisasi atau 
kemampuannya sesuai dengan sengketa yang sedang mereka hadapi. Secara 
tradisional, dalam sebuah kontrak pada bagian penyelesaian sengketa, mediasi 
ditentukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang utama dan arbitrase 
digunakan bila dalam proses mediasi ada satu atau lebih masalah belum terselesaikan. 
Hasil akhir dari mediasi (Nota Kesepakatan) dilaksanakan dan ditandatangani oleh 
para pihak yang merefleksikan bagian-bagian yang telah menjadi keputusan yang 
berhasil dan dianggap telah selesai. Hanya bagian yang tidak selesai yang dibawa ke 
arbitrase sesuai perjanjian Med-Arb. Dalam sengketa yang lebih besar, proses med-
39 
 
arb dimulai dengan proses mediasi standard dan diikuti dengan arbitrase yang final 
yang mungkin dipimpin oleh seorang arbitrator atau mungkin dipimpin oleh tiga 
orang panel arbitrase. 
 
1. Keuntungan 
a) Memberikan putusan yang final. 
 Metode ini menjanjikan kepada para pihak sebuah hasil yang final dan 
mengikat terhadap masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi. Sifat utama 
dari Med-Arb adalah pada kepastian dari putusannya yang final, yang merupakan 
sifat dasar dari arbitrase, Med-Arbiter memiliki kewenangan penuh untuk membuat 
perjanjian yang final dan mengikat, dan kewenangan ini tidak dimiliki oleh 
mediator.
43
 Sebagai tambahan, 
 “regardless of whether the final product of a med-arb result entirely 
from mediation of both mediation and arbitration, it becomes the entire 
[arbital] settlement, which is binding and enforceable as law” (tanpa 
memperhatikan apakah produk hasil akhir dari med-arb seluruhnya berasal 
dari proses mediasi atau dari mediasi-arbitrase, produk ini akan menjadi 




2. Lebih murah dan lebih efektif dari arbitrasi atau pengadilan 
 Metode Med-Arb dapat menghemat waktu dan uang karena mediasi dan 
arbitrase digabungkan dalam satu tahapan yang berurutan dan terpisah.  
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“Med-Arb can save time and money over separate sequential phases of 
mediation and arbitration.” 45 
   
 Pertama, bila pada tahapan mediasi tidak berhasil mendapatkan kesepakatan, 
maka para pihak dan pengacara mereka tidak perlu mencari pihak lain yang tentu 
tidak familiar dengan sengketa tersebut dan mereka juga dapat mempersiapkan diri 
untuk proses arbitrase. Kedua, masalah dalam sengketa sering di batasi selama 
tahapan mediasi dan kemajuan dari prosesnya dapat langsung di bawa ke proses 
arbitrasi.
46
 Putusan arbitrase hanya menyelesaikan sengketa yang tidak diselesaikan 
melalui mediasi, jadi apabila terdapat sebagian sengketa yang telah disepakati oleh 
para pihak dengan nota kesepakatan, maka tidak akan diselesaikan lagi melalui 
arbitrase. 
 
3. Keluwesan Proses dapat membantu menyelesaikan sengketa 
 Keluwesan yang melekat pada med-arb memungkinkan prosesnya dapat 
dibuat cocok untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Blankenship 
berpendapat bahwa,  
 “while med-arb may not be suitable for every dispute, it is leading 
 example of “adaptive ADR” where “[the different ADR] forms become 
 adaptable, combinable, reversible, and even discardable for the sake of 
parties and their dispute”.47 
Sependapat dengan Blankenship, Hoffman menyatakan bahwa, 
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 “one of the reason why one cannot rely on generalized claims of 
superiority of one process over another are largely situational-i.e., related to 
the specific circumstances of each case”.48 
Hoffman memberikan satu contoh kasus mengenai bagaimana fleksibilitas 
dalam menggabungkan proses mediasi dan arbitrase terkadang dapat menarik minat 
para pihak yang bersengketa: 
“… The parties and counsel had intended to resolve their dispute a 
breach of contract claim between two taxi companies by mediation. However, 
after more than a day of mediation, both sides become convinced that a 
definitive interpretation of their contract was needed, and they asked me to 
switch hats and arbitrate the dispute. Strongly held views on both sides, as 
well as intense anger between the principals of the two companies, made it 
difficult for either party to consider settlement, but they did see the value, 
from a business standpoint, of having the dispute resolved quickly and 
privately.”49 
Contoh dari Hoffman menunjukkan bahwa, para pihak yang bersengketa demi  
kelanjutan hubungan bisnisnya memiliki kepentingan masing-masing untuk 




Med-arb memberikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki mediasi dan 
arbitrase. Med-arb memberikan jaminan kepada pihak yang bersengketa suatu hasil 
akhir yang final dan binding terhadap masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui 
mediasi. 
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a. Para pihak mungkin tidak ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai 
Masalah yang mungkin dihadapi metode mediasi-arbitrase adalah bahwa apakah 
para pihak yang bersengketa hanya sementara atau memang tidak ingin 
menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Dalam situasi seperti itu, metode 
mediasi-arbitrase mungkin tidak dapat membantu para pihak yang bersengketa 
itu untuk mendapatkan suatu kesimpulan selama para pihak mungkin bersikap 




b. Putusan proses mediasi dan arbitrase, mempunyai aturan-aturan dan asas-asasnya 
masing-masing yang harus di ikuti untuk mengesahkan keduanya; dengan kata 
lain keduanya mungkin rentan dan dapat ditantang. namun, dengan 
menggabungkan kedua proses ini (mediasi dan arbitrasi) dan menerapkan 
aturannya, mungkin akan terjadi kontradiksi antara keduanya yang karenanya 
dapat berpengaruh pada proses med-arb.
52
 
c. Para pihak khawatir bila Arbitrator mungkin tampak, dan mungkin benar-benar 
menjadi berat sebelah bila dia telah menerima gambaran mengenai sengketa 
secara pribadi dari para pihak ketika bertindak sebagai mediator.
53
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Salah satu contoh sengketa dalam hukum perdagangan internasional yang 
menggunakan metode hybrid Med-Arb adalah sengketa antara U.S Steel Mining 
Company melawan Wilson Downhole Ser V.  
U.S Steel Mining Company melawan Wilson Downhole Ser V. 
 The United States Steel Corporation (NYSE: X), lebih dikenal sebagai US 
Steel, merupakan produsen baja terpadu Amerika dengan operasi produksi utama di 
Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa Tengah. Perusahaan ini merupakan produsen 
baja terbesar ke 13 di dunia pada tahun 2010.
54
 Wilson Downhole Services, Inc. 
adalah perusahaan yang bertempat di Texas. 
 Persoalan ini dimulai pada 5 september tahun 2000, USM mengajukan 
keberatan terhadap Putusan Declaratoir (Declaratory Judgement) sengketa antara 
perusahan U.S. Steel Mining, L.L.C. (“USM”) melawan Wilson Downhole Service 
(“Wilson Downhole”), dimana USM meminta suatu aturan yang tidak 
mewajibkannya untuk membayar tambahan $227,924.73 yang diklaim oleh Wilson 
Downhole untuk jasa pengeboran tertentu yang dilakukan oleh Wilson Downhole 
pada awal tahun 1998 di tambang pinnacle milik USM di Pinnacle, Virginia Barat. 
 Pada tanggal 29 Mei tahun 2002, para pihak yang bersengkata ikut serta 
dalam perjanjian “Reference to Arbitration” (suatu perjanjian arbitrase) dan sepakat 
untuk membawa klaim masing-masing ke arbitrase. Para pihak sepakat untuk 
menyelesaikan sengketa mereka di Atalanta dan memilih Harry L. Griffin, Jr., 
sebagai arbitrator. Pada 13 Januari 2006 para pihak mengubah perjanjian arbitrase 
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dan sepakat bahwa Harry L. Griffin yang sebelumnya bertindak sebagai arbitrator 
juga menjadi mediator. Mediasi dilaksanakan di Atalanta pada 18 dan 19 Januari 
Tahun 2006, tidak terjadi kesepakatan, dan setiap pihak memberikan tawaran akhir 
dan terbaik mereka kepada arbitrator. Para pihak sepakat untuk menggunakan model 
“baseball” arbitrase (baseball-style arbitration55). Pada Tanggal 10 Maret 2006, 
arbitrator menerbitkan putusannya dan memenangkan pihak Wilson’s. USM tidak 
menerima keputusan arbitrator dan membuat suatu petisi dengan tuduhan korupsi dan 
penipuan dan mengajukan kepengadilan. Pengadilan mengambil keputusan bahwa 
tidak satupun tuntutan yang diajukan oleh USM terhadap putusan arbitrase 




 Dalam sengketa U.S Steel Mining Company melawan Wilson Downhole Ser V 
Para pihak telah setuju untuk menggunakan mediator yang sama sebagai arbitrator 
bila mediasi gagal dan menguasakan mediator yang sekarang adalah arbitrator untuk 
memilih diantara proposal para pihak dalam model “baseball” arbitrase.57 
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Proses med-arb dapat kita lihat pada bagan berikut. 
   
Bagan 1. Proses Med-Arb 
2. Arbitrase-Mediasi 
Metode gabungan arbitrase dan mediasi (arb-med) adalah kebalikan dari 
metode mediasi-arbitrase. Pada metode ini para pihak memilih jalur arbitrase untuk 
menyelesaikan sengketa mereka. Namun putusan yang akan dibuat oleh arbiter tidak 
diberitahukan kepada para pihak tapi disimpan terlebih dahulu. Kemudian para pihak 
melakukan mediasi dan jika mediasinya sukses maka akan dibuat nota kesepakatan 
dari para pihak. Putusan yang dibuat tadi tidak akan mengikat para pihak karena 
proses arbitrasenya dihentikan. Bila mediasi tidak berhasil, maka putusan yang telah 
46 
 




Para pihak pada tahap awal yaitu arbitrase tidak hanya mempunyai 
kesempatan untuk mengetahui maksud dan cara pihak lain untuk mempertahankan 
posisi (pendapat) mereka, tetapi juga dapat melihat tindakan arbiter dalam 
menyelesaikan perkara mereka. Pada saat telah mengetahui posisi (pendapat) atau 
keinginan pihak lain (pihak lawan), setelah sebelumnya telah mengikuti prosedur 
yang ada pada tahap arbitrase yaitu pertemuan pendapat (kaukus), pemeriksaan saksi 
dan saksi ahli yang terkait dalam sengketa tersebut, maka salah satu pihak bisa saja 
merasa bahwa mereka dapat menyelesaikan dengan cara lain atau untuk mendapatkan 
lebih dari apa yang ada pada putusan arbitrase mengenai sengketa tersebut terhadap 
lawannya melalui proses mediasi (nota kesepakatan atau perjanjian mediasi).
59
 
Terdapat dua bentuk Arb-Med: 
1. Arbitrator bertindak sebagai mediator pada proses mediasi 
 Bentuk yang pertama adalah bentuk Arb-Med yang biasa. Arbitrase 
mengambil kesimpulan terhadap sengketa akan tetapi putusan arbitrase disimpan, 
para pihak lalu melakukan mediasi sebelum pihak netral yang sama, setara tidak 
yakin terhadap hasil mediasi. Pada bentuk med-arb ini Arbitrator juga bertindak 
sebagai mediator pada proses mediasi. 
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2. Arbitrator dan Mediator adalah pihak yang berbeda 
 Bentuk yang kedua ini sama dengan bentuk arb-med yang pertama kecuali 
mediator adalah orang yang berbeda dari arbitrator, bentuk ini membutuhkan suatu 




1. Keuntungan.  
a) Arbitrase-Mediasi selama pelaksanaan arbitrase komersial memberikan stabilitas 
dan fleksibilitas, membantu memberikan keputusan yang cepat dan  masuk akal. 
Arb-Med dilaksanakan dengan prosedur yang tidak sama dengan arbitrase 
sederhana. Mediasi terjadi dengan persetujuan dari para pihak, dan dibawah 
pengawasan pengadilan arbitrase. Mediasi ini menawarkan kreatifitas dalam 
prosedur dan dalam usaha mendapatkan kesepakatan. Fleksibilitas dari system ini 
juga sebagai cerminan dalam fakta bahwa mediasi dapat membawa ketahapan 
yang lebih jauh setelah sesi mendengarkan pendapat para pihak (hearing) dimulai. 
Bila mediasi tidak berhasil, maka pengadilan akan melanjutkan sesi hearing, dan 
membuat putusan arbitrase, memastikan enforceability.
61
 
b) Para pihak pada tahap awal yaitu arbitrase, arbitrator tidak hanya mempunyai 
kesempatan untuk mengetahui maksud dan cara pihak lain untuk 
mempertahankan posisi (pendapat) mereka, tetapi juga dapat melihat tindakan 
arbiter dalam menyelesaikan perkara mereka, setelah sebelumnya telah 
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mengikuti prosedur yang ada pada tahap arbitrase yaitu pertemuan pendapat, 
pemeriksaan saksi dan saksi ahli yang terkait dalam sengketa tersebut, maka 
salah satu pihak bisa saja merasa bahwa mereka dapat menyelesaikan dengan 
cara lain atau untuk mendapatkan lebih dari apa yang ada pada putusan arbitrase 
mengenai sengketa tersebut terhadap lawannya melalui proses mediasi (nota 
kesepakatan atau perjanjian mediasi).
62
 
c) Mediasi lebih baik dalam melanjutkan hubungan para pihak yang bersengketa. 
Tidak hanya selalu lebih cepat, dan tidak begitu formal, tetapi juga melibatkan 
suatu kesepakatan yang sangat bagus dari komunikasi yang berkualitas dan 
pengertian. Hal ini menguntungkan bagi pembentukan dan pemeliharaan 
hubungan bisnis jangka panjang. Bahkan bila para pihak tidak menemukan 
kesepakatan, mereka masih harus mengambil bagian dalam proses mediasi, yang 






a) Peran Arbitrator yang bertentangan dengan mediator 
Peran utama dari seorang arbitrator adalah sebagai hakim yang memberikan 
penilaian terhadap situasi dan membuat sebuah keputusan, sedangkan peran 
utama dari seorang mediator adalah untuk memfasilitasi komunikasi para pihak 
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dan membantu mereka untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Kedua fungsi 
tersebut pada dasarnya sangat berbeda. dan tidak selalu bersifat pujian, dan untuk 
menggabungkannya sangatlah penting bahwa seorang arbitrator harus 
mempunyai pemahaman yang jelas terhadap kedua peran yang berbeda itu.
64
 
Sebagai seorang mediator, Arbitrator mengetahui rahasia berkomunisasi yang 
sering tidak diungkapkan selama proses arbitrasi. Para pihak khawatir bahwa 
keputusan arbitrator dan ketidakberpihakannya mungkin akan terpengaruh 
dengan berinteraksi sebagai mediator. sementara arbitrator mungkin menjanjikan 
sifat tidak memihak, akan sulit untuk mengetahui bila putusan arbitrase tersebut 
telah berdasarkan pada informasi yang diperoleh selama mediasi.
65
 
b) Arbitrator mungkin terpengaruh pada saat mediasi. 
Demikian juga, bila para pihak khawatir bahwa arbitrator mungkin terpengaruh 
dengan informasi yang disajikan dalam mediasi, mereka akan tidak mungkin 
untuk mengungkapkan sebanyak yang mereka mau juga,  hal ini akan secara 
negatif mempengaruhi proses komunikasi selama proses mediasi. 
c) Proses arbitrase menjadi tidak berguna bila mediasi berhasil dan biaya lebih 
mahal. 
Apabila dalam proses mediasi para pihak dapat menyelesaikan seluruh sengketa 
yang ada diantara mereka dengan suatu nota kesepakatan (perjanjian mediasi), 
maka proses arbitrase yang telah dilakukan sebelumnya akan tidak berguna, 
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selain itu para pihak juga tetap harus mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan 
proses arbitrase tersebut.
66
 Sehingga dari segi biaya maka akan terasa lebih 
mahal karena proses arbitrase tidak digunakan bila mediasi sukses menyelesaikan 
masalah. 
d) Proses mediasi yang dapat tidak berjalan dengan baik. 
Para pihak dalam melakukan mediasi dapat saja merasa tertekan dan letih karena 
sebelumnya mereka telah mengikuti tahapan-tahapan yang ada pada arbitrase, 
sehingga pada tahap mediasi tersebut para pihak cenderung untuk 
mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga proses mediasi tidak 
akan berjalan dengan baik.
67
 
Salah satu contoh sengketa dalam hukum internasional yang menggunakan 
metode hybrid Arb-Med adalah sengketa antara Gao Haiyan dan Xie Heping v 
Keeneye Holdings. 
Gao Haiyan v Keeneye Holdings Limited 
 Pada Tahun 2008, Pemohon (Gao Haiyan) ikut serta dalam perjanjian serah 
terima/perjanjian pengalihan (transfer agreement) bersama tertuduh, Keeneya 
Holding Limited, dimana GH (Gao Haiyan) sepakat untuk menjual saham mereka di 
suatu perusahaan di Hong Kong, kemudian, mereka berminat pada pertambangan 
batubara di China. Perjanjian menyatakan bahwa mereka akan diatur oleh hukum 
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Cina dan bahwa mereka akan membatalkan setiap kejadian yang telah ditentukan 
dalam hukum kontrak PRC (PRC Contract Law
68
). 
 Kemudian, GH mengeluhkan bahwa mereka mengikuti perjanjian tersebut 
pada saat mereka dalam tahanan Cina, dan bahwa – hal ini berkontradiksi dengan 
pasal 54 dari hukum kontrak PRC – posisi berbahaya mereka lalu dieksploitasi oleh 
keeneye. Pada Juli 2009, Keeneye memulai proses arbitrase di komisi arbitrasi Xian 
(the XAC) berdasarkan pada klausul arbitrase dalam perjanjian, berusaha untuk 
mengkonfirmasi keabsahan perjanjian tersebut. GH melakukan tuntutan balasan 
untuk mencabut perjanjian berdasarkan Pasal 54 dari Hukum Kontrak PRC. 
 Pada Maret 2010, pengadilan arbitrase mengusulkan suatu perjanjian dimana 
keeneya akan membayar 250 RMB
69
 kepada GH. Pengadilan menetapkan Mr Pan 
(Sekreataris Jendral XAC) dan Mr. Zhou (salah satu arbitrator) untuk menghubungi 
para pihak mengenai usulan ini dan menyelenggarakan mediasi. Mr. Pan 
menyampaikan usulan tersebut kepada pengacara GH. Mr. Pan dan Mr. Zhou juga 
bertemu dengan Mr. Zeng Wai melalui makan malam di sebuah hotel di daerah Xian 
pada Maret 2010. Mr. Zeng adalah seorang yang berhubungan dengan atau berteman 
akrab dengan Keeneye. Dia memberitahukan melalui makan malam tentang usulan 
                                                          
68
 People Republic of China Contract. As a trading nation for centuries, China did not have any pecific 
laws governing the area of contract until 1981when the first piece of legislation passed by the National 
People’s Congress naming the Economic Contract Law of PRC (ECL). Before that, there were only a 
few regulations and ordinances made by the government, which seemed running the country’s 
economy sufficiently during a period of time. 
69




dari pengadilan tersebut, dan diminta untuk bekerja kepada keeneye, kedua belah 
pihak keeneye dan GH menolak usulan dari pengadilan tersebut 
 Pada Juni 2010, Putusan Arbitrasi (Arbitral Award) telah disampaikan, dan 
membenarkan tuntutan balasan GH dan mencabut perjanjian. Walaupun Keeneye 
tidak menuntut kompensasi kepada GH jika perjanjian tersebut dicabut, Majelis 
arbitrase berpandangan bahwa mereka memiliki kewenangan dibawah hukum untuk 
mendapatkan gantirugi. Termasuk banyaknya uang yang dikeluarkan pada saat 
melakukan litigasi sehubungan dengan kepentingan mendasar yang dimiliki oleh 
perusahaan Hong Kong yang telah mereka beli. Sehingga, direkomendasikan bahwa 
GH membayar 50 Juta RMB sebagai kompensasi kepada keeneye 
 Keeneye bermohon ke pengadilan “Xian Intermediate People’s Court” untuk 
menolak keputusan arbitrase, dengan mengeluhkan bahwa Mr. Pan telah 
mempengaruhi hasil dari arbitrase. Telah diduga bahwa Mr. pan telah melanggar 
aturan arbitrase dengan bergabung dalam diskusi di pengadilan walaupun dia bukan 
anggota. Mr. Pan juga diduga telah melakukan manipulasi terhadap hasil arbitrasi 
dengan memberitahukan kepada para pihak mengenai pertimbangan dari pengadilan. 
 Pengadilan “Xian Intermediate People’s Court” menolak keluhan dari 
keneya, dengan menyatakan bahwa Mr. Pan telah melakukan mediasi sesuai dengan 
pasal 37 peraturan arbitrase dari XAC. 
 Pada Agustus 2010, Saunders J diberikan cuti untuk melaksanakan keputusan 
Arbitrase melawan Keeneye di Hong Kong. Keeneye lalu bermohon untuk menolak 
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perintah pelaksanaan atas dasar adanya bias pada bagian arbitrator. Masalah yang ada 
di hadapan pengadilan adalah apakah Arbitrase dinodai oleh bias yang sedemikian 
rupa sehingga penegakannya akan bertentangan dengan kebijakan publik dalam 
dalam aturan arbitrase setempat (Hukum Hong Kong, Bab 341). 
 Pada Maret 2011, pengadilan tingkat pertama (Reyes J [2011] 3 HKC 157) 
membenarkan keluran dari Keeneye bahwa terdapat bias yang jelas pada bagian 
arbitrator, dan keeneye belum diberikan kebebasan untuk mengeluh tentang hal 
tersebut. Perintah pelaksanaan kemudian dibatalkan. GH mengajukan banding ke 
Pengadilan Tinggi. 




B. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Hybrid mediasi-arbitrase dan arbitrase-
mediasi di Indonesia. 
Pengakuan dan pelaksanaan hybrid mediasi dan arbitrase pada dasarnya sama 
dengan pelaksanaan putusan arbitrase biasa, baik itu terhadap putusan arbitrase yang 
nasional maupun yang internasional. Hal ini karena proses mediasi-arbitrase 
terbentuk karena adanya kombinasi untuk menutupi kekurangan dari proses mediasi, 
yang sifatnya bukan putusan akan tetapi kesepakatan para pihak. Kekuatan hukum 
dari kesepakatan para pihak ini tentunya akan sangat kurang. Oleh karena itu hasil 
akhir dari proses hybrid arbitrase dan mediasi ini adalah putusan akhir yang disebut 




1. Putusan Arbitrase (Reglement op de Rechtsvordering) 
Pasal 631 Rv meletakkan suatu asas bahwa putusan arbitrase harus 
berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam bidang yang 
disengketakan. Dalam himpunan peraturan perundang-undangan Republik 
Indonesia,
71
 Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal tersebut 
adalah yang langsung berkaitan dengan bidang hukum yang disengketakan. Jika yang 
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disengketakan mengenai masalah hubungan dagang, peraturan perundang-undangan 
yang berlaku adalah KUH Dagang.
72
 
Sebelum menjelaskan pelaksanaan putusan arbitrase nasional maka harus 
diketahui dulu apa yang dimaksud dengan putusan internasional, terdapat perbedaan 
antara putusan arbitrase internasional dan putusan arbitrase nasional, menurut pasal 1 
angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
“Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh 
lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan di luar wilayah hukum Republik 
Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan 
yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu 
putusan arbitrase internasional”. 
 
 Secara argumentum a contrarioi,
73
 dapat dirumuskan putusan arbitrase 
nasional adalah putusan yang dijatuhkan diwilayah hukum Republik Indonesia. 
Sepanjang putusan arbitrase tersebut dibuat berdasarkan dan dilakukan di Indonesia, 
maka putusan arbitrase ini termasuk dalam putusan arbitrase nasional.
74
 
  Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase itu putusan arbitrase 
nasional dapat dilihat dari patokan berikut ini: 
75
 
                                                          
72
 Sujud Margono, ADR & Arbitrase proses pelembagaan dan aspek hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia. 
2004), hlm. 130 
73
 Argumentum a contrario atau sering disebut a contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan 
undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi 
dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. 
74
 Rachmadi Usman. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. PT. Citra Aditya Bakti. 
Bandung, 2003, hlm. 148. 
75
 Hendhy Timex, Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. Hal. 81 
56 
 
1. Faktor wilayah dimana putusan dikeluarkan. Dikatakan sebagai putusan arbitrase 
Nasional apabila putusan itu dikeluarkan di wilayah Negara Republik Indonesia. 
2. Rules yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hal ini, meskipun 
putusan itu dikeluarkan di wilayah Indonesia, dan para pihak yang berselisih 
adalah sama-sama warga Negara Indonesia, tetapi rules yang digunakan adalah 
rules Internasional (misalnya rules International Chamber of Commerce), 
putusan arbitrase ini adalah putusan arbitrase Internasional (asing). 
 Jadi suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional apabila di 
putuskan di wilayah Indonesia dan menggunakan aturan yang berlaku di Indonesia, 
tanpa mempersoalkan para pihak yang berselisih. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa yang menentukan suatu putusan arbitrase itu adalah putusan 
arbitrase nasional apabila putusan tersebut memenuhi dua syarat atau patokan 
tersebut di atas. 
 Dasar hukum eksekusi putusan arbitrase nasional dapat ditemukan dalam 
Pasal 59 dan seterusnya dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan dasar 
hukum eksekusi putusan arbitrase Internasional diatur dalam konvensi New York 
1958 yang oleh Negara Republik Indonesia telah di ratifikasi dengan keputusan 
Presiden Nomor 34 Tahun 1981, dan juga dalam konvensi ICSID 1968. 
 Mengenai pelaksanaan arbitrase asing diatur dalam Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 1990, yang kemudian diperbarui dengan Undang - Undang 
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Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 
1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional 
 Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 Undang - 
Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan 
arbitrase secara sukarela. Hanya jika para pihak tidak bersedia memenuhi putusan 
arbitrase nasional secara sukarela, putusan arbitrase nasional itu dapat dilaksanakan 
secara paksa. Untuk itu agar putusan arbitrase nasional dapat dipaksakan 
pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan lebih dahulu di 
kepaniteraan pengadilan negeri.
76
 hal itu dapat dilakukan dengan mandaftarkan 
putusan arbitrase nasional ke panitera pengadilan negeri, penyerahan dan pendaftaran 
tersebut dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada 
bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitia pengadilan negeri dan arbiter atau 
kuasanya yang menyerahkan. Selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan 
akta pendaftaran putusan arbitrase nasional.
77
  
 Pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu paling lama 30 puluh hari 
terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan 
arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera 
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Bandung, Jakarta. hlm. 74. 
77
 Meria Utama, A. Romsan dan T. Manurung, Penyelesaian Konflik Perbatasan Melalui Teknik 
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 Ketua pengadilan negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan perlu 




1. Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan 
melalui arbitrase. 
2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam 
suatu dokumen yang ditandatangi oleh para pihak. 
3. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang 
perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan 
perundang-undangan. 
4. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak 
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 
 Putusan arbitrase dibubuhi perintah oleh ketua pengadilan negeri untuk 
dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan. Dalam perkara perdata yang 
putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan ditetapkan dalam waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis angkat 
mengenai mediasi-arbitrase dan arbitrase-mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa perdagangan internasional, penulis menyimpulkan: 
1. Mediasi-arbitrase dan arbitrase-mediasi adalah dua proses hybrid yang berbeda 
walaupun kedua metode ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menutupi 
kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing arbitrase dan mediasi.  
2. Efektifitas penyelesaian sengketa yang dapat diberikan oleh kedua proses hybrid 
ini dapat dilihat dengan membandingkan keuntungan dan kekurangan masing-
masing metode hybrid. 
3. Hasil dari proses mediasi-arbitrase dan arbitrase-mediasi adalah putusan akhir 
yang diebut “award” karena tujuan dari penggabungan mediasi dan arbitrase ini 
adalah untuk menutupi kekurangan dari arbitrase yang mahal dan lama dan  
kekurangan dari mediasi yang sifat putusannya hanya berupa nota 
kesepakatan/kesepakatan para pihak, sehingga pengakuan dan pelaksanaan 
putusna dari hybrid mediasi-arbitrase dan arbitrase-mediasi pada dasarnya sama 







  Para pihak yang bersengketa jika ingin menggunakan metode hybrid 
mediasi-arbitrase ataupun arbitrase-mediasi terlebih dahulu harus mengetahui 
bahwa pandangan setiap Negara terhadap metode ini berbeda-beda, menurut 
Krisnawenda perbedaan pandangan terhadap kedua metode ini bergantung pada 
kebudayaan hukum yang mereka gunakan. Sebagai contoh dalam Negara yang 
menggunakan sistem hukum common law seorang hakim tidak diperbolehkan 
untuk secara aktif terlibat memfasilitasi suatu kesepakatan. Dalam sistem hukum 
Civil Law, di perancis misalnya, konsiliasi disebutkan sebagai salah satu fungsi 
dari juri. Di Jerman, Austria dan Belanda, Hakim berada dalam setiap tahapan 
proses penyelesaian untuk melihat perjanjian damai dari persengketaan tersebut. 
  Metode Hybrid mediasi-arbitrase dan arbitrase-mediasi sangat 
berkembang di Negara-negara maju, Amerika, Australia, Jepang bahkan Negara 
seperti Singapura dan Malaysia juga menggunakan model Hybrid ADR 
walaupun mereka menggunkan model Hybrid yang lebih maju seperti Arb-Med-
Arb, untuk itu pemerintah Republik Indonesia harus memperkenalkan metode ini 
kepada masyarakat dan sarjan hukum agar masyarakat tau dan agar sarjana 
hukum di Indonesia dapat bersaing dengan sarjana-sarjana hukum asing dalam 
era global. 
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Hon Tang VP: 
Introduction 
1. The Applicants, husband and wife, were granted leave by Saunders J on 2 August 2010 
to enforce the Arbitral Award by the Xi'an Arbitration Commission No. 2232 of 2009 dated 




 Respondents ("the Award") in the same manner and to 
the same effect as a judgment of the High Court as follows: 





 Applicants and the 1
st
 Respondent dated 15 July 2008 and the Supplemental Share 









dated 27 August 2008 are revoked;" 




 Respondents applied to set aside 
leave granted by Saunders J complaining, inter alia, of collusion between the Applicants 
and the arbitrators, and one Mr Pan Jun Xin (潘俊星) ("Pan"), the General Secretary of the 
Xi'an Arbitration Commission[1]. 
3. That application was heard by Reyes J on 30 March 2011. By his judgment dated 12 
April 2011, he set aside leave to enforce the Award. He held that although the Respondents 
had not made any relevant complaint to the Arbitral Tribunal, they had not waived their 
right to do so[2]. He further held: 
"102. … as a matter of public policy[3], I should refuse enforcement of the Award here." 
4. Reyes J explained: 
"99. Second, it would, however, be wrong to uphold an award tainted by an appearance of 
bias. Upholding such an award will have the consequence that justice would not be seen to 
be done. Enforcement of such award would be an affront to this Court’s sense of justice. 
See generally A v. R HCCT No. 54 of 2008 (30 April 2009) on when the public policy 
ground may be invoked." 
5. It is important to note that the learned Judge's conclusion was based on what he called 
the minimalist version of the facts (see para. 42 below) and that: 
"52. The minimalist version is an insufficient basis for finding actual bias. 
53. … In my view, the minimalist version would cause a fair-minded observer to apprehend 
a real risk of bias." 
6. This is the Applicants' appeal. The Applicants were represented by Mr Edward Chan, 
SC, Mr Laurence Li and Mr Eric Chow. Mr Patrick Fung, SC and Mr Calvin Cheuk 
 
 
appeared for the Respondents. 
Background 
7. The background is complicated and murky. Much of it comes from one-sided assertions 
and have to be taken for what they are worth. 
8. The Share Transfer Agreement and the Supplemental Share Transfer Agreement (dated 
15 July 2008 and 27 August 2008 respectively) concern shares in a Hong Kong company 
called Bai Jun Tian Cheng Limited ("Baijun") in which the Applicants were equal 
shareholders. Baijun in turn owned 50% of the shares in another Hong Kong company 
called Zhong Xin Ore-Material Holding Co. Ltd. (Hong Kong) ("Zhong Xin"). The other 
50% was held by a company called Angola Limited (Hong Kong) ("Angola"), a Hong 
Kong company.  
9. Under the Share Transfer Agreement, the Applicants agreed to transfer all the shares they 
held in Baijun ("the Baijun shares") to the 1
st
 Respondent (Keeneye).  
10. Clause 3 of Article 1 of the Share Transfer Agreement provided that: 
"3. The transfer price shall be separately negotiated. Failing agreement, the share transfer 




 Applicants') actual amount of capital 
contribution/investment in the operation in the company." 
11. Article 6 of the Share Transfer Agreement provided for arbitration at the Xi'an 
Arbitration Commission. 
12. By the Supplemental Share Transfer Agreement, the 2
nd
 Respondent (New Purple) was 
added as a transferee such that the 1
st
 Respondent would be transferred 62% of the shares in 
Baijun and the 2
nd
 Respondent 38%. 




 Respondents in July and 
August 2008, who have in turn transferred then to Daynew Assets Management Limited 
("Daynew") and Far Orient Holdings Limited ("Far Orient") in October 2008[4].  
14. Clause 2 of the Supplemental Share Transfer Agreement referred to ongoing/remaining 
litigations and disputes between Baijun and Angola over Angola's interests in Zhong Xin. 
There were litigations in Hong Kong as well as in the Mainland. It appears that these 
proceedings have been settled[5]. Zeng Wei ("Zeng") is a shareholder in Angola. He is a 
witness for the Respondents in these proceedings.  
15. Zhong Xin and Shaanxi Yulin Changle Industrial and Trading Company ("Changle") 
incorporated Changlebao Mining Corporation Limited ("Changlebao") which owned and 
operated a coal mine near Yulin as a joint venture. It appears that under the joint venture, 
Zhong Xin was required to contribute RMB49.7 million and Changle RMB21.3 million, 
and that they were entitled to respectively 70% and 30% of the shares or interest in 
 
 
Changlebao respectively. On such basis, the Baijun shares represented a 35% interest in 
Changlebao[6]. 
16. Zhang Xintian（張新田） ("Zhang") was the General Manager of Changlebao. Zhang 




 Respondents.  
17. The Share Transfer Agreement and the Supplemental Share Transfer Agreement were 




 Applicants were under detention in Yulin. They were 
detained for about 6 months from 22 May 2008. According to the Award, it was as a result 
of the Applicants' dispute with Zhang in 2008 over the management of the coalmine or 
Changlebao, which allegedly resulted in Zhang and two others suffering minor injuries[7] 





18. In the Statement of Claim filed by the Applicants in HCA 1315/2009, they claimed that, 
one Liu Jian Shen ("Liu") （劉建申）: 
"5. … was and is the controller of Xian Kaiyuan Holding Company 
Limited（西安開元控股集團股份有限公司）, a company listed on the Shenzhen Stock 
Exchange; the president and controller of Xian Yizhiliu Group（西安一枝劉集團）; a 






 Applicants went on to allege that: 
"19. The conditions of (their) detention were dismal. Their health deteriorated and (the 2
nd
 
Applicant's) life was in danger. They and their family were desperate for help from any 
person with influence who could secure their release." 
which led to the contact with Liu and the Share Transfer Agreement and Supplemental 





were released in November 2008 without charge[8].  
20. In the HCA 1315 Defence, the Defendants admitted that: 
"7(2) … Liu is and was one of the controllers of Keeneye, New Purple, Daynew and Far 
Orient. However, Liu did not participate in the day to day management of these companies. 
In particular, Liu did not participate in the two transfers of Baijun's shares before the 
commencement of these proceedings." 
21. Wang Li also said in his 2
nd
 affirmation in HCA 1315/2009 that: 
"13. It is true that Liu had control of Keeneye and New Purple …"[9] 
22. Both the Share Transfer Agreement and the Supplemental Share Transfer Agreement 
 
 
are governed by PRC law. 
23. Article 5 of the Share Transfer Agreement provided: 
「第五条 合同的变更与解除 
1丶 发生中国《合同法》规定合同的变更与解除的事由，合同得以解除；」 and as 
translated 
"1. This Agreement shall be cancelled at the occurrence of any events specified in the 
Contract Law of the PRC for contract amendment and cancellation;" 
24. Article 54 of the PRC Contract Law provides: 
"A party shall have the right to request the people's court or an arbitration institution to 
modify or revoke the following contracts: 
(I) those concluded as a result of serious misunderstanding; 
(II) those that are manifestly unfair at the time when the contract is concluded. 
If a contract is concluded by one party against the other party's true intention through the 
use of fraud, coercion or exploitation of the other party's precarious position, the injured 
party shall have the right to request the people's court or an arbitration institution to modify 











 Respondents applied to stay HCA 
1315/2009 for arbitration at the Xi'an Arbitration Commission. On 7 July 2009, the 1
st
 
Respondent applied to the Xi'an Arbitration Commission for arbitration and for 
confirmation of the validity of the Share Transfer Agreement and the Supplemental Share 
Transfer Agreement. That application was accepted by the Xi'an Arbitration Commission 
on 17 July 2009. On 24 August 2009, the Applicants counterclaimed for revocation of these 
Agreements on the ground that: 
"… there was exploitation of the precarious position upon the signing of such agreements 
 
 
with Keeneye and New Purple and there were manifestly unfair, and further added New 
Purple as the defendant of the counterclaim. …"[10] 
26. The Arbitral Tribunal consisted of Jiang Ping (Chief Arbitrator), Zhou Jian (nominated 
by the Applicants) and Liu Chuntian (nominated by the Respondents). The Applicants were 
represented by Lan Yongqiang, and the Respondents Li Tao.  
27. The Award was delivered on 3 June 2010. It upheld the Applicants' claim. The Award 
is 59 pages long in its original Chinese; and the certified translation, 111 pages. For 
convenience's sake, I have used the certified translation of the various Chinese documents 
except when it is necessary to look at the Chinese originals. Sometimes the translation is 
easier to follow when one knows what the original says.  
28. It is not for this Court to express any opinion on the correctness or otherwise of the 
decision of the Arbitral Tribunal. Indeed, the concept of exploitation of the other person's 
precarious position "乘人之危", with its possible undertone of "巧取豪奪"[11], probably 
does not have an equivalent under our law. We are only concerned with whether 
enforcement of the Award should be refused if it has been proved that: 
"… it would be contrary to public policy to enforce the award". Section 40E(3) Arbitration 
Ordinance. 
29. As the Award recorded at page 12, the Applicants alleged that:: 
"… The share value of Baijun was much higher than the 'actual amount of capital 
contributions' set forth in the Share Transfer Agreement. There was about 10 odd times 
difference between the two values. …"  
On the other hand, the Respondents contended: 
"… The value of the mining right of Changlebao was not relevant to the transfer price in 
this case, …"[12] 
30. Amongst the evidence produced in the Arbitration by the Applicants, was an 
assessment report which gave the value of Changlebao at "over RMB1.6 billion … 35% 
thereof will be more than RMB0.6 billion"[13]. 
31. Despite the objection of the Respondents, the Arbitrators appointed independent 
assessors under Article 33 of the Arbitration Rules. The Award at page 105 stated: 
"After the joint assessment by Shaanxi Mingjian Judicial Accounting and Surveying Firm 
and Shaanxi Qindi Mining Right Asset Valuation Co. Ltd., as of the date of the 
Supplemental Share Sale Agreement, the concluded assessment result on the value of such 
coal mine was RMB1,712,924,000. The Arbitral Tribunal holds that although the value of 
the company's assets does not equal to the value of shares of the company, its effect on the 
 
 
share value is obvious." 
32. The Award under "Background on the Execution of (the Agreements)[14]" stated that 
in February 2008, Baijun had commenced HCA 1987/2005, in Hong Kong against Angola 
and complained that Angola had failed to contribute the necessary capital according to the 
joint venture agreement. On 31 March 2008, Angola, as a shareholder of Zhong Xin, and 
Ng Chi Kong, a director of Zhong Xin, commenced a civil action in Yulin City 




 Applicants for misappropriation of funds 




 Applicants won and obtained final judgment. Then 
on 17 July 2008, Changle commenced a civil action claiming that Baijun's capital 
contribution was invalid. Angola and Changlebao were the third parties in that proceeding. 
At the first instance, Changlebao lost, but the matter was under appeal. 
33. The Award then referred to a Notice of No Prosecution issued on 21 November 2008 by 






34. The evidence which was placed before the Arbitral Tribunal on behalf of the 1
st
 
Applicant included what was referred to as Evidence Group 2. The Chinese version 









35. As translated: 
"… The above evidence was to prove that 1) when the Transfer Agreement was executed, 
Gao was in the danger of being sentenced, the 'precarious position' in 'exploitation of other 
person's precarious position' as stated in the Civil Law was objectively present; 2) Gao's 
relatives and agents who actually took part in the execution of the Transfer Agreement 
aimed to 'save persons', which meant to pay compensations to victims, and to communicate 
with the relevant departments through Liu Jianshen, a representative of the National 
People's Congress in Shaanxi province. It was understandable and excusable to sign a 
manifestly unfair Transfer Agreement at all cost in order to 'save persons'; this can be 
proved several times by Wang Li's statement: firstly, Gao Lin proposed to borrow from 
Wang Li; subsequently, Gao Haiying and Bao Jian turned the borrowing to executing a 
Transfer Agreement; 3) from Keeneye's point of view, execution of the Transfer Agreement 
was the condition precedent for 'saving persons'."[16] 
 
 
"No objection to the authenticity and legality of Evidence 6, but there is objection to the 
relevancy as to the subject to be proved. The Plaintiff and the Defendant have different 
views about the subject to be proved by that evidence."  
36. The Respondents denied that there was any coercion or that they had ever indicated that 










" … all along had lawyers and could receive express advice from their lawyers that it was 
impossible to procure their release based on Liu Jianshen's representation of his influence 
to certain person in the People's Procuratorate."[17] 
37. Apart from upholding the Applicants' counterclaim, the Award went on to say, in 
respect of the Respondents, who had not counterclaimed for the return of any payments 
which they might have had made in respect of or in connection with the transfer of the 
Baijun shares: 
"III. For the issues whether the RMB 13,000,000 paid by Keeneye and New Purple is the 
transfer price of shares and the issue of compensation 
From the evidence submitted by the parties, RMB 6,000,000 was the borrowing as 
described by Gao Haiying for the compensation of the victims in the criminal case 
involving Xie and Gao. There were several sums of Hong Kong legal costs were for 
Baijun's litigation in Hong Kong. There were also two sums of legal costs of Mainland 
lawyers without the description on the payment reason. Therefore, the said amounts cannot 
be confirmed as the transfer price of the shares. 
However, during the detention of Xie and Gao, Keeneye and New Purple provided 
financial assistance to their families, which enabled them to compensate the victims in the 
criminal case and got released finally. Moreover, since Keeneye and New Purple paid the 
litigation fees of Baijun cases in Hong Kong after the acquisition of Baijun's shares, and 
designated Wang Li and Lu Ying to carry out certain work for the operation and 
management of the company, the Arbitral Tribunal holds that, based on the principle of 
fairness, Xie and Gao shall make economic compensation to Keeneye and New Purple in 
certain amount. Since, under the actual condition of this Case, Keeneye and New Purple 
had not made the arbitral request for economic compensation to be paid by Xie and Gao 
and the specific amount thereof should Share Transfer Agreement is revoked, the parties 
had not argued on this matter. Nevertheless, Keeneye and New Purple should have the right 
under the laws to obtain economic compensation when the Share Transfer Agreement is 
revoked. The Arbitral Tribunal noted that Xie and Gao had made a mediation proposal of 
paying RMB 30,000,000 to Keeneye and New Purple during the mediation proceedings 
held at the first hearing by the Arbitral Tribunal, and the Arbitral Tribunal also takes into 
accounts that the parties shall coordinate, cooperate and also pay certain expenses in 
transferring the shares back after the revocation of Share Transfer Agreement. Therefore, 
the Arbitral Tribunal recommends that Xie and Gao shall take the initiative to pay RMB 
50,000,000 as the economic compensation to Keeneye and New Purple in order to end the 
 
 
disputes between the parties. Such recommendation is based on the fairness and 
reasonableness arbitration principles, it is not binding and not included in the arbitral 
matters." 
38. Subsequent to the Award, the Respondents applied to the Xian Intermediate People's 
Court of Shaanxi ("the Xian Court") to set aside the Award. 4 grounds were advanced in 
support[18]. The following complaint under the 2
nd
 ground is particularly relevant and 
should be noted: 
"4. Pan Jun Xin, the Secretary General of the Xian Arbitration Commission manipulated 
the arbitration of this case. At the beginning of April 2010, Pan Jun Xin arranged for Zhou 
Jian, the Arbitrator, to inform the Angolan shareholder, a material person of the case, to go 
to Xian. The Angolan shareholder hosted a feast for Pan Jun Xin and Zhou Jian at the 
Shangri-La Hotel in Gao Xin District of Xian. Pan and Zhou told the Angolan shareholder 
that the result by joint discussion was out, the contract would not be cancelled and Keeneye 
Holdings Limited and New Purple Golden Resources Development Limited would 
compensate the Respondents 250 million. Subsequently, because the person behind the 
Respondents definitely required the cancellation of the contract, Pan Jun Xin manipulated 
again the Arbitration Tribunal to cancel the transfer agreement of this case. 
Pan Jun Xin was not one of the arbitrators of this case and he was not entitled to look into 
the case. However, in order to control and manipulate the case, he especially went to Jiang 
Ping's home to participate in the joint discussion of the case when the Arbitration Tribunal 
jointly discussed it in Jiang Ping's home in Beijing, the then (he) told the result of joint 
discussion to other person. Pan Jun Xin's control and manipulation of this case has 
seriously contravened the law and the arbitration rules."  
39. In its determination the Xian Court said: 
"V. Regarding whether the participation of Secretary General of the Commission in 
mediating this case violated the arbitration rules and whether he manipulated this case: 
according to Article 37 of Arbitration Rules of Xi'an Arbitration Commission, 'Mediation 
may be chaired by the Arbitral Tribunal or the presiding arbitrator. Upon approval of the 
parties, relevant units or persons may be invited to help the mediation or chair the 
mediation as a mediator'. The mediation work performed by Secretary General of the 
Commission in respect of this case complies with the rules abovementioned. From the 
evidence provided to this court by Keeneye and New Purple, it is not sufficient to prove 
that Secretary General of the Commission had manipulated in the arbitral award of this 
case. Therefore, this ground for the setting aside application submitted by Keeney and New 
Purple cannot be established and is not supported by this Court. 
To conclude from above, all the grounds for the application of Keeneye and New Purple for 
setting aside the arbitral award cannot be established, and are not supported by this Court. 
Pursuant to Article 70 of Arbitration Law of the People's Republic of China and Article 258 




40. Enforcement of the Award in Hong Kong was resisted under section 40E(3) of the 
Arbitration Ordinance. 
41. The learned Judge said: 
"5. The arbitration occurred over 2 sittings, the first on 21 December 2009, the second on 
31 May 2010. The circumstances alleged by the Respondents to give rise to an 
apprehension of bias took place between the 2 sittings, at a dinner in the Xian Shangri-la 
hotel on 27 March 2010. 
6. In deciding whether to refuse enforcement on public policy grounds, I have to determine 
what happened; whether what happened gives rise to any real apprehension of bias; and 
whether, in proceeding with the second sitting without complaining about what happened 
on 27 March, the Respondents waived any entitlement to complain about bias. 
7. There is one additional matter to decide if I find that the Award is tainted by bias or 
apparent bias. After the Award was made, the Respondents appealed to the Xian 
Intermediate Court to set it aside on a variety of grounds including partiality on the part of 
the Arbitration Tribunal. On 19 October 2010 the Xian Court dismissed the Respondents’ 
appeal. It is consequently an issue before me whether the Respondents are estopped by the 
decision of the Xian Court from raising the issue of bias before this Court."  
42. The learned Judge went on to hold: 
"22. The parties disagree over what took place at the Xian Shangri-la on 27 March 2010 
and shortly thereafter. But there is no dispute that at least the following events took place:- 
(1) Following the first sitting, the members of the Tribunal decided to suggest to the parties 
to settle the case by the Respondents paying RMB 250 million to the Applicants. The 
Tribunal appointed Pan Junxin (XAC’s Secretary General) and Zhou Jian (an arbitrator) to 
contact the parties with this suggestion. Pan and Zhou were appointed because they were 
based in Xian, whereas Jiang Ping and Liu Chuntian (the other 2 arbitrators) were based in 
Beijing. 
(2) Pan’s office communicated the suggestion to Kang Ming, a lawyer acting for the 
Applicants. 
(3) Pan and Zhou contacted Zeng Wei and asked him to meet them at the Xian Shangri-la 
hotel over dinner. Zeng Wei is a shareholder of Angola. Zeng was contacted because he 
was regarded as friendly with the Respondents. During the arbitration, Zeng through a 
mutual acquaintance had sought to get in touch with Pan. Zeng had described himself at 
this time as 'a person related to' (關係人) the Respondents. But Pan had initially refused the 
request. When the Tribunal came up with its RMB 250 million proposal, Pan remembered 




(4) The persons at the Xian Shangri-la hotel dinner were Pan, Zeng and Zhou Jian. Pan told 
Zeng about the Tribunal’s RMB 250 million proposal and asked Zeng 'to work on' the 
Respondents. 
(5) The Respondents refused to pay RMB 250 million to the Applicants.  
(6) The Applicants subsequently informed the Tribunal that the Applicants were not 
prepared to settle the dispute with the Respondents for RMB 250 million."  
43. Although Zeng gave evidence before the learned Judge and that his evidence went 
beyond the minimalist version, the learned Judge said: 
"33. Much of Zeng’s evidence, including that summarised in paras. 24 to 27 and 31 above, 
is an embellishment on the minimalist version. Although Zeng gave evidence before the 
Xian Court in the Respondents’ appeal against the Award, Zeng did not mention a 
significant part of what he deposed before me (for example, the evidence in paras. 24 to 27 
and 31 above).  
34. In those circumstances, as Mr. Edward Chan SC (appearing for the Applicants) submits, 
I am unable to accept Zeng’s evidence as reliable insofar as it goes beyond the minimalist 
version. I note that the minimalist version is accepted as correct by the Applicants because 
that version of events is what Pan and Zhou told Lan Yongqiang. For the purposes of the 
trial before me, Lan filed an affirmation stating that the minimalist version had been 
vouched to him by Pan and Zhou. 
35. As for Zeng’s evidence of what he had been told by Ma in April 2010 or by Zhou after 
the Award had been made, Zeng not having mentioned such matters to the Xian Court, I 
equally cannot accept that material as reliable. In any case, that evidence is essentially a 
mixture of allegation and hearsay emanating from Ma and Zhou. I would not be able to 
place any evidential weight on such material. 
36. For the purposes of the discussion in Section III of this Judgment, I shall therefore 
confine myself to a consideration of the implications (if any) of the minimalist version of 
what happened at the Xian Shangri-la Hotel." 
44. Mr Patrick Fung, SC, submitted that the learned Judge was wrong in finding that there 
was no dispute over the minimalist version. But more importantly, he said that the learned 
Judge was wrong in not accepting Zeng's evidence that at the Shangri-la hotel dinner, Pan 
had informed him that the Tribunal had decided on a "result"[19]. The "result" was that the 
Share Transfer Agreements were valid, but the Respondents should pay the Applicants a 
compensation of RMB 250 million.  
45. Mr Fung submitted that the learned Judge was wrong because the learned Judge had 
mistakenly thought that Zeng had not said in the proceedings in the Xian court that at the 
 
 
Xian Shangri-la meeting, Pan had informed him that the Arbitral Tribunal had decided on a 
result. Mr Fung relied in particular on 
paras. 35-36 of the Judgment. But, with respect, it is clear from those paragraphs that the 
learned Judge rejected Zeng's evidence over and above the minimalist version not because 
none of it had been mentioned in the Xian proceedings, rather, the learned Judge said: 
"33. … Zeng did not mention a significant part of what he deposed before me (for example, 
the evidence in paras. 24 to 27 and 31 above)." [My emphasis] 
46. That is why the learned Judge was: 
"34. … unable to accept Zeng’s evidence as reliable insofar as it goes beyond the 
minimalist version. …" 
47. I do not believe the learned Judge had overlooked the fact that Zeng had told the Xian 
court that Pan told him at Shangri-la meeting that the Arbitral Tribunal had reached a result. 
48. As for the finding of the minimalist version, the learned Judge relied on the evidence 
adduced on behalf of the Applicants as well as the evidence on behalf of the Respondents 
from which, he was entitled to conclude that they constituted common ground between the 
parties. 
Section 40E 
49. Section 40E is, for present purposes, indistinguishable from section 44 which covers the 
refusal of enforcement of Convention Awards. The leading authority in Hong Kong is 
Hebei Import & Export Corp v. Polytek Engineering Co Ltd (1999) 2 HKCFAR 111, which 
was also concerned with a Mainland Award[20].  
50. Sir Anthony Mason NPJ said in his judgment (with the agreement of Li CJ, Ching and 
Bokhary PJJ) at 139: 
"However, the object of the Convention was to encourage the recognition and enforcement 
of commercial arbitration agreements in international contracts and to unify the standards 
by which agreements to arbitrate are observed and arbitral awards are enforced (Scherk v. 
Alberto-Culver Co. (1974) 417 U.S. 506; Imperial Ethiopian Government v. Baruch-Foster 
Corp. (1976) 535 F. 2d 334 at p.335). In order to ensure the attainment of that object 
without excessive intervention on the part of courts of enforcement, the provisions of 
Article V, notably Article V. 2(b) relating to public policy, have been given a narrow 
construction. It has been generally accepted that the expression 'contrary to the public 
policy of that country' in Article V. 2 (b) means 'contrary to the fundamental conceptions of 
morality and justice' of the forum. (Parsons & Whittemore Overseas Co. Inc. v Societe 
General De L'Industrie Du Papier (RAKTA) (1974) 508 F 2d 969 at p.974 (where the 
Convention expression was equated to 'the forum’s most basic notions of morality and 
justice'); see A.J. van den Berg, The New York Convention of 1958, (kluwer, 1981) at page 
 
 
376; see also Renusagar Power Co. Ltd. v General Electric Co. (Yearbook Comm. 
Arbitration XX (1995) page 681 at pages 697-702)). 
The question then is whether the two matters of which the respondent complains, namely 
the alleged refusal of a hearing and the communications to the chief arbitrator were 
contrary to the fundamental conceptions of morality and justice of Hong Kong. In this 
respect, the opportunity of a party to present his case and a determination by a impartial and 
independent tribunal which is not influenced, or seen to be influenced, by private 
communications are basic to the notions of justice and morality in Hong Kong." 
51. Litton PJ in a separate judgment said at 118: 
"The expression public policy as it appears in s.44(3) of the Ordinance is a multi-faceted 
concept. Woven into this concept is the principle that courts should recognise the validity 
of decisions of foreign arbitral tribunals as a matter of comity, and give effect to them, 
unless to do so would violate the most basic notions of morality and justice. It would take a 
very strong case before such a conclusion can be properly reached, when the facts giving 
rise to the allegation have been made the subject of challenge in proceedings in the 
supervisory jurisdiction, and such challenge has failed." 
Waiver[21] 
52. Article 5 of the Xi'an Arbitration Commission Arbitration Rules ("Xian Rules") 
provides that: "A party shall be deemed to have waived his or her right to object where he 
or she knows or should know that the Commission, the arbitral tribunal, the counter party 
and other persons have failed to comply with any provision of, or requirements under the 
Rules, and yet participates in or proceeds with the arbitration." Article 5 of the Xian Rules 
is similar in effect to Article 45 of the Rules under consideration in Hebei. 
53. Sir Anthony Mason NPJ also made clear in his judgment, the court may refuse 
assistance where: 
"… the factual foundation for the public policy ground arises from an alleged non-
compliance with the rules governing the arbitration to which the party complaining failed to 
make a prompt objection, keeping the point up its sleeve, at least when the irregularity 
might be cured. 
Whether one describes the respondent’s conduct as giving rise to an estoppel, a breach of 
the bona fide principle or simply as a breach of the principle that a matter of non-
compliance with the governing rules shall be raised promptly in the arbitration is beside the 
point in this case. …" page 138. 
54. In the Handbook of ICC Arbitration Commentary, Precedents, Materials (2
nd
 Edition), 
Bühler and Webster, a footnote at page 172 states: 




55. With respect, Reyes J has correctly stated the principle as follows: 
"81. A party to an arbitration who wishes to rely on non-compliance with the rules 
governing an arbitration shall do so promptly and shall not proceed with the arbitration as if 
there has been compliance with a relevant rule, keeping the point of non-compliance up 
one’s sleeve for later use. See Hebei Import & Export Corp. v. Polytek Engineering Co. 
Ltd. [1991] 1 HKLRD 665 (CFA), at 690b (Sir Anthony Mason NPJ)." 
56. Subsequent to the Xian Shangri-la meeting, the Respondents submitted to the Arbitral 
Tribunal (though not served on the Applicants) a Supplemental Submission dated 13 May 
2010 where they made, amongst others, the point that the Share Transfer Agreements were 
not manifestly unfair nor made contrary to the Applicants' genuine intention, and concluded 
as follows: 
"6. The Arbitration Tribunal should dismiss the counterclaim of Xie and Gao according to 
law. Concerning the consideration of the share transfer, our company is willing to 
participate in mediation conducted by the Arbitration Tribunal. However, in light of Gao 
and Xie's personality, they will behave improperly whenever they have some money. We 
sincerely hope the Arbitration Tribunal gives Gao and Xie no more than RMB60 million 
during mediation. We consider the offer very favourable given Gao and Xie are playing 
'Karate'. He will laugh and wake up at midnight! Concerning people who don't know Gao 
and Xie and helped them to fight the lawsuits, we are willing to pay for all the costs they 
incurred. On 5
th
 February this year in the afternoon, Xie Heping at a Hong Kong solicitor's 
firm said that he had spent costs of about RMB 7 million in the Xian Arbitration Tribunal 
case. We are willing to pay for that too."  
57. There was also a hearing before the Arbitral Tribunal on 31 May 2010. 
58. Reyes J was of the view that there had been no waiver. He said: 
"84. The Applicants’ argument is that, not having complained about what happened at the 
Shangri-la hotel, but having instead proceeded with the arbitration, the Respondents must 
be deemed to have waived any right to raise bias. 
85. I am unable to accept the suggestion of waiver. 
86. As Mr. Patrick Fung SC (appearing for the Respondents points out), following the 
approach to Zeng, the Respondents were placed in a dilemma.  
87. If they were to complain about bias, they would certainly risk antagonising the 
Arbitration Tribunal and turning the Tribunal against the Respondent’s case. If they were to 
complain about bias and if the Arbitration Tribunal were actually biased, their complaint 
would be rejected and they would lose everything.  
 
 
88. Under the XAC’s Rules, the Chairman of the XAC is empowered to deal with 
challenges against an arbitrator’s appointment. However, the Chairman is empowered to 
delegate such function to XAC’s Secretary-General. Pan being Secretary-General, there 
was a risk that Pan would be determining the question of bias even though Pan was himself 
a participant in what happened at the Shangri-la hotel. 
89. The Respondents appear to have chosen what, with the benefit of hindsight, was a 
clumsy compromise solution. They appear in their Supplemental Submissions to have 
attacked the Applicants’ integrity and then tried to bargain the RMB 250 million proposed 
by Pan and Zhou down to RMB 60 million plus costs.  
90. Consequently, although inept as an attempt to get out of their predicament, I do not 
think that I can regard the Supplemental Submissions and the Respondents’ continuation in 
the arbitration as a waiver.  
91. I also refer to my observation about the 'proof of the pudding' as far as a fair-minded 
observer was concerned. To a certain extent, it would not be until the Award was published 
that a fair-minded observer might feel that one’s uneasiness over the conduct of the 
mediation process was more than the product of an over-active imagination. The actual 
decision, juxtaposed against what was said and done in the Shangri-la hotel, would lead the 
fair-minded observer to feel that one’s concerns were valid and vindicated."  
59. With respect to the learned Judge, I do not believe it was the Respondents' case that 
they had no apprehension of bias or impropriety, real or apparent, prior to the making of the 
Award. Indeed Mr Fung's submission summarised by the learned Judge at paras. 86 and 87 
of the Judgment shows otherwise. The Respondents were hoping for a satisfactory 
conclusion but feared that, should they antagonise the Arbitral Tribunal by complaining, 
that might result in an unfavourable or less favourable result.  
60. The learned Judge referred to the lack of complaint as "a clumsy compromise" (para. 
89). With respect, I do not agree with the characterization. It is true that the Respondents 
attacked the Applicants' integrity in their supplemental submissions as they have done 
throughout the arbitral proceedings, but that is not a substitute for a complaint about 
impropriety or bias, apparent or real, against the Arbitral Tribunal or Pan.  
61. With respect, the learned Judge's description of the offer of RMB60 million as an 
attempt "to bargain the RMB250 million proposed" is understandable, but that is entirely 
consistent with waiver. Indeed, in the joint judgment of Lord Bingham CJ, Lord Woolf MR 
and Sir Scott VC in Locabail (UK) Ltd v. Bayfield Properties Ltd [2000] QB 451, their 
Lordships said at para. 69 it is not open to a litigant to wait and see how his claims turn out 
before pursuing his complaint of bias. 
62. In the present case, presumably there would have been no complaint if the Arbitral 
Tribunal had accepted the Respondents' suggestion and "awarded" RMB60 million or 
maybe even RMB250 million to the Applicants.[23] 
 
 
63. One mischief in keeping silent was identified by Sir Anthony Mason. He said at page 
137 that it precluded "an ascertainment in the arbitration" of the Respondents' complaint. 
"… Moreover, had the question been raised, it is possible that action may have been taken 
by the Tribunal to remedy the situation, assuming that such action was necessary or 
desirable. …" 
64. That is very much the case here. The Applicants were handicapped by, for example, 
Pan and Zhou's refusal to testify in Hong Kong. Moreover, the Arbitral Tribunal and the 
Xian Court would have been in a much better position to ascertain the facts and to decide 
whether those facts established a case of actual or apparent bias. Such finding, though not 
binding, is entitled to serious consideration by our court.  
65. It is also relevant to note that, where, as here, the court with the supervisory jurisdiction 
has refused to set aside the Award and has upheld its validity, the result of a refusal to 
enforce the Award, can be extremely unjust. Litton PJ in Hebei at page 118.  
66. I have referred to the Respondents' unsuccessful attempt to set aside the Award before 
the supervisory court. The learned Judge has rightly decided that no estoppel arises from 
the decision of the Xian Court. However, that is not the end of the matter. The fact that the 
Xian Court has refused to set aside the Award for bias[24] is relevant to the enforcement 
court's decision on enforcement of the Award. 
67. Minmetals Germany GmbH v Ferco Steel Ltd [1999] CLC 647 was concerned with 
application by Ferco not to enforce a (China International Economic and Trade Arbitration 
Commission) CIETAC award on the basis, inter alia, that it was unable to present its case, 
CIETAC had breached its procedural rules and because enforcement would be contrary to 
English public policy. There was also an unsuccessful application to the supervisory court 
(Beijing) to set aside the award. The court was concerned with Article 45 of the CIETAC 
Rules which is similar in effect to Article 5 of the Xian Rules. Coleman J said at page 661: 
"… In international commerce a party who contracts into an agreement to arbitrate in a 
foreign jurisdiction is bound not only by the local arbitration procedure but also by the 
supervisory jurisdiction of the courts of the seat of the arbitration. If the award is defective 
or the arbitration is defectively conducted the party who complains of the defect must in the 
first instance pursue such remedies as exist under that supervisory jurisdiction. That is 
because by his agreement to the place in question as the seat of the arbitration he has agreed 
not only to refer to all disputes to arbitration but that the conduct of the arbitration should 
be subject to that particular supervisory jurisdiction. Adherence to that part of the 
agreement must, in my judgment, be a cardinal policy consideration by an English court 
considering enforcement of a foreign award. 
In a case where a remedy for an alleged defect is applied for from the supervisory court, but 
is refused, leaving a final award undisturbed, it will therefore normally be a very strong 
policy consideration before the English courts that it has been conclusively determined by 
the courts of the agreed supervisory jurisdiction that the award should stand. Just as great 
 
 
weight must be attached to the policy of sustaining the finality of international awards so 
also must great weight be attached to the policy of sustaining the finality of the 
determination of properly referred procedural issues by the courts of the supervisory 
jurisdiction. I use the word 'normally' because there may be exceptional cases where the 
powers of the supervisory court are so limited that they cannot intervene even where there 
has been an obvious and serious disregard for basic principles of justice by the arbitrators 
or where for unjust reasons, such as corruption, they decline to do so. However, outside 
such exceptional cases, any suggestion that under the guise of allegations of substantial 
injustice procedural defects in the conduct of an arbitration which have already been 
considered by the supervisory court should be re-investigated by the English courts on an 
enforcement application is to be most strongly deprecated." 
68. I believe Reyes J should have given more weight to the decision of the Xian Court. 
69. With great respect to the learned Judge, I cannot agree with his conclusion that the 
Respondents had not waived their right to complain about what happened in the Shangri-la 
Hotel. I believe a clear case of waiver has been made out. On this basis, I would allow the 
appeal and set aside the learned Judge's order. 
Apparent Bias 
70. In case I am wrong about waiver, I turn to consider the learned Judge's view that a case 
of apparent bias has been established.  
71. On the basis of the minimalist version, the learned Judge held that a case of apparent 
bias has been made out. Although with serious reservations, he accepted the Xian court's 
conclusion that what happened on 27 March 2010 was part of an unsuccessful mediation by 
the Arbitral Tribunal. He had reservations because the procedure followed by the Tribunal 
was not strictly in accordance with Article 37 of the Arbitration Rules. He explained: 
"42. First, neither the Tribunal as a whole nor the Tribunal’s presiding officer (Jiang Ping) 
conducted the mediation attempt. Instead the mediation was conducted by Zhou and Pan.  
43. Second, there is no evidence that the parties were ever asked to approve Pan being 
invited to act in the mediation as a third party. Instead, Pan simply appears to have been 
asked by the Tribunal to become involved along with Zhou.  
44. Third, it is unclear that the time and place of the mediation (dinner at the Xian Shangri-
la hotel on 27 March 2010) were ever confirmed or consented to by the parties. Instead, Pan 
simply contacted Kan Ming with the proposed settlement at RMB 250 million. Kan Ming 
was not the lead lawyer acting for the Applicants.  
45. One might have expected Pan to have first gotten in touch with Lan Yongqiang (not 
Kan Ming) to obtain consent or confirmation to a mediation initiative taking place, in the 
absence of the Applicants or their representatives, at a dinner in the Shangri-la hotel.  
 
 
46. Even more curious is the fact that, although Pan contacted Li Tao to ask for Zeng’s 
contact details, Pan does not seem to have asked for Li Tao’s confirmation or consent to 
mediation being conducted through Zeng. Instead Zeng (who was not even involved as the 
Respondents’ lawyer, but was only interested as a shareholder in Angola) was told to meet 
Pan and Zhou at the Shangri-la Hotel with little or no indication to Zeng or the 
Respondents of what was supposed to happen there. 
47. Fourth, apparently of their own initiative, Pan and Zhou put forward a proposal for 
settlement at RMB 250 million. The evidence is that such proposal was advanced without 
authorisation from the Applicants. The Applicants in fact eventually rejected the RMB 250 
million proposal as inappropriate. 
48. There is no evidence as to how a figure of RMB 250 million was decided on by the 
Arbitration Tribunal or by Pan for the purposes of a mediation proposal. The figure has no 
apparent bearing with (being 5 times greater than) the RMB 50 million recommended in the 
Award as the compensation which ought in all fairness to be paid to the Respondents.  
49. Nor does it seem to me to be 'putting forward a mediation resolution plan for the 
parties’ reference' to ask a third party (Zeng) to 'work on' the Respondents to accept the 
proposal. 
50. Fifth, mediations are normally conducted in some formal venue, typically, an office or 
conference room. It is odd to be conducting a mediation in the course of a dinner at a hotel 
restaurant (on Zeng’s evidence, in a private room) with only one of the parties represented." 
72. The learned Judge also said: 
"56. First, why was Zeng the person to whom the proposal was made, rather than the 
directors or officers of the Respondents or the Respondents lawyers? Why (for example) 
was no mention made of the proposal to Li Tao, even though the latter was contacted by 
Pan for the purpose of obtaining Zeng’s contact details?  
57. Pan’s alleged explanation for the unorthodox approach (namely, that Zeng had 
previously attempted to contact Pan and had introduced himself then as a 'related party') is 
unconvincing. Why would one engage in a supposed mediation with 'related parties' rather 
than the parties or their legal representatives themselves? 
58. The impartial observer would fear that Zeng was chosen as an intermediary because he 
was perceived as a person wielding influence with the Respondents who could press the 
proposal of paying the Applicants RMB 250 million. 
59. Second, what did Pan and Zhou mean when, having made the proposal of RMB 250 
million, they asked Zeng 'to work on' the Respondents to accept the proposal? Why would 
Pan and Zhou be asking Zeng to 'work on' the Respondents when Pan and Zhou were 
supposed to be the mediators? If anyone, the persons who ought properly to be exploring 
with the Respondents whether the dispute could be settled at RMB 250 million ought to 
 
 
have been Pan and Zhou themselves  
60. The expression 'work on' has overtones of Pan and Zhou actively pushing for settlement 
at RMB 250 million.  
61. The fear is that Pan and Zhou were actively pushing their proposal, rather than merely 
communicating a plan in neutral fashion and leaving it to the Respondents to decide 
whether to accept the same.  
62. Third, why was a figure of RMB 250 million proposed by Pan and Zhou, without 
authorisation from the Applicants or inkling as to whether the Applicants were prepared to 
accept the same? Surely, the first thing to have done was to check with the Applicants that 
the proposal was acceptable to them. If it was not a workable proposal, what was the point 
of asking Zeng to 'work on' the Respondents?  
63. The impression conveyed, rightly or wrongly, is that Pan and Zhou were acting on their 
own on an initiative which favoured the Applicants.  
64. Fourth, there is no explanation for the lack of correspondence or proportionality 
between RMB 50 million (said in the Award to be the fair compensation payable to the 
Respondents) and RMB 250 million (said at the Shangri-la to be what ought to be paid to 
the Applicants in return for the Share Transfer Agreements being treated as valid). 
Precisely how did Pan and Zhou come up with the figure of RMB 250 million?  
65. Lan Yongqiang’s evidence was that he had privately told the Arbitration Tribunal that 
the Applicants had rejected an offer of RMB 180 million and were only prepared to 
consider 'above RMB 200 million'. Assume Lan’s evidence to be true. It does not explain 
how Pan and Zhou justified RMB 250 million (25% more than the Applicants’ declared 
bottom line). On what basis did Pan and Zhou deem the Applicants’ bottom line to be an 
appropriate starting point?  
66. Again the impression conveyed, rightly or wrongly, is that Pan and Zhou were 
favouring the Applicants. 
67. Fifth, the setting for the mediation was odd. A private dinner in a hotel has a 
connotation of 'wining and dining' a person to make a difficult proposal palatable. The fear 
is that Pan and Zhou had chosen the venue in order to push their RMB 250 million solution 
to Zeng. 
68. Sixth, the proof of the pudding is in the eating. What would clinch the fair-minded 
observer’s conclusion of apparent bias is that eventually, RMB 250 million not having been 
paid by the Respondents, the Award went in the Applicants’ favour and merely 
recommended (but did not require) a payment to the Respondents of RMB 50 million." 
73. The learned Judge emphasised at para. 69 he was solely concerned with an appearance 
 
 
of bias. He made no finding of actual bias. He said 
"69. … Justice requires that decision-makers are not only impartial, but seen to be such." 
74. Earlier, at para. 53, he said the minimalist version would cause a fair-minded observer 
to apprehend a real risk of bias. 
75. As noted, the learned Judge accepted, though with serious reservations, that what 
happened on 27 March 2010 at the Shangri-la Hotel was part of an unsuccessful mediation 
by the Arbitral Tribunal. The learned Judge went on to say: 
"54. … what happened at the Shangri-la would give the fair-minded observer a palpable 
sense of unease. The fair-minded observer would (I believe) be concerned that the 
underlying message being conveyed to Zeng at the dinner with Pan and Zhou was that the 
Tribunal favoured the Applicants. Such underlying message was obviously not spelled out 
at the dinner. But, against the background of the reservations I have mentioned, there would 
be more than ample justification for the fair-minded observer’s apprehension." 
76. I turn to deal with the more important concerns raised by the learned Judge. 
77. Why was Zeng contacted? It may be helpful to consider the Respondents' complaint 
about the Shangri-la meeting. It does not appear to have been the Respondents' complaint 
before the Xian Court that Zeng was contacted as opposed to someone else. Given the lack 
of clarity over the control of the Respondents the absence of complaint is hardly surprising. 
Indeed, in Li Tao's submission to the Xian Court on behalf of the Respondents, he said 
rather cryptically that: 
"(1) the evidence given by Zeng Wei and Zhang Xintian is effective, whom Pan first 
informed was the shareholder, …"[25] 
78. It appears from para. 3 of the minimalist version that Zeng, had during the arbitration, 
sought to get in touch with Pan through a mutual acquaintance. That has been denied by 
Zeng in Hong Kong. But Zeng's role in the Arbitration cried out for clarification. Zeng said 
in his statement to the Xian Court dated 11 September 2010 that he had carried out 
"coordination work regarding the arbitration". He said he was in Beijing when he was told 
by Li Tao, the lawyer for the Respondents, that Pan wanted to talk to him in Xian "the 
details not known"[26]. He then went to Xian on 27 March 2010. There was no suggestion 
that he was surprised that it was he, rather than someone else, who was contacted. 
79. Also, in Zeng's oral evidence before the Xian Court he said when Pan mentioned the 
figure of RMB250 million at the Xian Shangri-la meeting, 
"… I thought the price of compensation was too high. Pan said that he found me was to let 
me to do work on other parties, to make all parties accept the result. He said the result was 
basically fixed. Therefore I agreed, let Keeneye, New Purple pay a bit more money to settle 
the matter. I then told this situation to Wang Li, the agent of Liu Jianshen who is the actual 
 
 
controller of Keeneye and New Purple. I heard that Liu had sold the shares to Zhang 
Xintian, thus the actual controlling shareholder should be Zhang. …"[27] 
80. I find it difficult to imagine that Zeng could have said: 
"Therefore I agreed, let Keeneye, New Purple pay a bit more money to settle …" 
if he had gone to meet Pan without the agreement or authority of the persons behind the 
Respondents, whoever they were. 
81. Zeng also explained that when he said in his witness statement before the Xian Court 
that he would mobilise the other shareholders to raise RMB250 million, he was referring to 




 Respondents), including shareholders of Angola, who 
were willing to pay and settle the case.[28] 
82. On the other hand, in the Xian proceedings, Zhang described himself as the actual 
controller of the Respondents (in his statement to the Xian court of the 8 September 2010). 
In the same statement, he said he had asked Liu to raise RMB250 million with him.  
83. In Zeng's oral evidence when asked about Zhang's connection with the arbitration, Zeng 
said[29]: 
"Zeng: … I only know Liu and (Zhang) are together. [我只知道刘丶张是一体的。] 
Lan[30]: Is Zhang related to this case?" 
Zeng: I don't know. I heard that when Liu was going to transfer shares to Zhang, Zhang had 
paid deposit. I only do mediation work."[31] 
84. In Zhang's oral evidence[32] he said: 
"Zhang: I know the situation about the arbitration, but I am not a party of the case. … 
? Any question? 
Kang (lawyer for the 1
st
 Applicant): Is your identity the actual controller of Keeneye or 
not? When did you involve in this case? 
Zhang: I am actually an initiating person, like an agent. Keeneye transferred Baijun's shares 
to Day New, New Purple transferred the shares to Far Orient company, I am the agent of 
Day New and Far Orient, the two companies are both BVI companies in Hong Kong. 
Kang: When were you transferred the shares from Liu? 




Kang: In July, August 2009, you were already transferred Baijun's shares, why you still ask 
Liu to raise money in March 2010? 
Zhang: The procedure has not yet finished. I therefore asked Liu to raise money with me. 
Lan: Does Witness have any dispute with Gao, Xie? 
Zhang: Yes, there is dispute. 
? Did you contact Pan Junxin during the arbitraton? 
Zhang: I did not contact Pan, I only heard from Liu Jianshen and Zeng Wei."[34] 
85. The learned Judge was also much exercised by what he regarded to be the disparity 
between the suggestion that the Respondents should pay the Applicants of RMB250 
million, and the suggestion in the Award that the Applicants should pay the Respondents 
RMB50 million. He said: 
"68. Sixth, the proof of the pudding is in the eating. What would clinch the fair-minded 
observer’s conclusion of apparent bias is that eventually, RMB 250 million not having been 
paid by the Respondents, the Award went in the Applicants’ favour and merely 
recommended (but did not require) a payment to the Respondents of RMB 50 million." 
86. With respect, I doubt whether it is meaningful to compare the figures. Whether a 
payment of RMB250 million is reasonable will depend to an extent on the likelihood of the 
Applicants' succeeding in the arbitration.[35] A court in Hong Kong is not in a position to 
express any view on the likelihood of Share Transfer Agreement and Supplemental Share 
Transfer Agreement being set aside under Article 54 of the PRC Contract Law. Also, much 
may depend on the view which the Arbitral Tribunal may form on the facts or the 
circumstances of the case.[36]  
87. Furthermore, the amount to be paid may also depend on the value of the shares. The 
assessment obtained by the Arbitral Tribunal (which was available before the Shangri-la 
meeting) valued the coal mine at RMB1,712,924,000. As the Award says: 
"… The Arbitral Tribunal holds that although the value of the company's assets does not 
equal to the value of shares of the company, its effect on the share value is obvious."[37] 
88. I am not in a position to comment on the correctness or otherwise of the valuation. I 
note, however, that the Applicants had rejected the suggestion of settlement at RMB250 
million[38]. On the other hand, the evidence of Zeng and Zhang showed that they were in 
the course of raising RMB250 million when the Award was made.  
89. Such evidence cannot show that the shares were worth anything like RMB250 million. 
 
 
But they also support the view that the figure of RMB250 million is not itself evidence of 
bias in favour of the Applicants. 
90. As for RMB50 million, one only needs to look at what the Arbitral Tribunal said in the 
Award quoted in para. 37 above to see that that figure bears no relation to the RMB250 
million suggested to be paid to the Applicant. Rather, RMB50 million was a suggested 
"compensation" for the Respondents who had expanded RMB30 million in the acquisition 
of the Baijun shares, and in relation to which they had not claimed repayment in the 
Arbitration. 
91. So, with respect, I cannot agree that the difference between RMB250 million and 
RMB50 million would give rise to an apprehension by the fair-minded observer of apparent 
bias. 
92. I turn to some of the other concerns expressed by the learned Judge. 
93. The learned Judge, in para. 59, asked rhetorically what Pan and Zhou meant when, 
"59. … having made the proposal of RMB 250 million, they asked Zeng 'to work on' the 
Respondents to accept the proposal? …" 
94. In para. 60, he said: 
"60. The expression 'work on' has overtones of Pan and Zhou actively pushing for 
settlement at RMB 250 million."  
95. The expression "work on" ("做工作") is a common expression in the Mainland. It 
appeared three times in the Chinese original of Zeng's witness statement of 11 September 





"… Pan, the General Secretary, proposed that I did work on other shareholders. Although I 
felt that the amount of compensation was too high, for the sake of concluding this litigation, 
I expressed that (I) would try my best to do the work to seek to satisfy the request so that all 
the parties could end all disputes peacefully. Later on, I did work on other shareholders and 
mobilised them to raise the money (required) and to accept this result of the Arbitration 
Tribunal. …" 
96. There is no indication from Zeng or Zhang's evidence that Zeng had ever "pushed" the 
other shareholders.  
 
 
97. In para. 47 of the Judgment, the learned Judge said that the proposal of settlement at 
RMB250 million was advanced without the authorization of the Applicants. That is so. 
Indeed, the evidence was that the Arbitral Tribunal had earlier been told that the Applicants 
had "demanded a minimum of RMB200 million, but that (the Applicants) had changed 
(their) mind and wanted the shares in Baijun back."[39] 
98. The learned Judge went on to say although the meeting at the Shangri-la Hotel was a 
mediation process, 
"79. … But labelling a process as mediation does not mean that anything goes. There are 
appropriate and inappropriate ways of conducting mediations. The would-be mediator must 
ensure at all times, especially when one might act as arbitrator later on, that nothing is said 
or done in the mediation which could convey an impression of bias.  
80. In this case, even on Mr. Chan’s assumption that what happened was a mediation, for 
the reasons which I have given, I do not think that the med-arb process was conducted in a 
way which avoided the problem of apparent bias." 
99. As for holding a mediation over dinner in a hotel, in my view, a Mainland court is 
better able to decide whether that is acceptable. I note, also that no complaint about the 
venue had been made to the Xian Court.  
100. Nor do I agree that there was any wining and dining by Pan (see para. 67 of the 
Judgment quoted in para. 72 above). The evidence was that it was Zeng who paid for the 
dinner.  
101. As for why Pan had contacted Zeng rather than the Respondents' Mainland lawyers, 
what role a Mainland lawyer may be expected to play in such circumstances is better 
understood in the Mainland.  
102. With respect, although one might share the learned Judge's unease about the way in 
which the mediation was conducted because mediation is normally conducted differently in 
Hong Kong, whether that would give rise to an apprehension of apparent bias, may depend 
also on an understanding of how mediation is normally conducted in the place where it was 
conducted. In this context, I believe due weight must be given to the decision of the Xian 
Court refusing to set aside the Award. 
103. In any event, it appears that the clincher for the learned Judge's decision on apparent 
bias is the lack of correspondence or proportionality between the figure of RMB250 million 
and the figure of RMB50 million. That, together with others of the learned Judge's concerns 
which I do not support, enable me to decide whether in the circumstances of these cases, a 
case of apparent bias has been made out. 
104. After careful consideration, my conclusion is that no case of apparent bias has been 
established. Certainty not such that would lead me to refuse enforcement of the Award.  
 
 
105. It is clear from the observations in the judgments of Sir Anthony Mason NPJ and 
Litton PJ quoted in paras. 50 and 51 above, enforcement of an award should only be 
refused if to enforce it "'would be contrary to the fundamental conceptions of morality and 
justice' of the forum". It does not mean, for example, if it is common for mediation to be 
conducted over dinner at a hotel in Xian, an award would not be enforced in Hong Kong, 
because, in Hong Kong, such conduct, might give rise to an appearance of apparent bias. 
106. In the circumstance of this case, I am not satisfied that a sufficient case of apparent 
bias, contrary to the fundamental conceptions of moral and justice in Hong Kong, has been 
established such that it would be right for our court to refuse to enforce the Award. 
Actual bias required? 
107. Mr Chan also submitted that enforcement may not be refused for apparent bias. He 
relied on what Bokhary PJ had said in Hebei, at page 124: 
"In the present context, I think that a distinction can and should be made between the effect 
of actual bias and that of apparent bias. (When I say 'bias' I mean a lack of the impartiality 
required of judges and arbitrators.) Actual bias would be more than our courts could 
overlook even where the award concerned is a Convention award. But short of actual bias, I 
do not think that the Hong Kong courts would be justified in refusing enforcement of a 
Convention award on public policy grounds as soon as appearances fall short of what we 
insist upon in regard to impartiality where domestic cases or arbitrations are concerned. Our 
stance must be that something more serious even than that is required for refusing such 
enforcement. In adopting such a stance, we would be proceeding in conformity with the 
stance generally adopted in regard to Convention award enforcement by the commercial 
jurisdictions whose decisions from around the globe have been cited to us by leading 
counsel for the buyer. 
Leading counsel for the seller cited the decision of the House of Lords in R v Bow Street 
Magistrate, ex p Pinochet (No 2) [1999] 2 WLR 272. In particular, he places reliance on 
Lord Nolan’s statement (at p. 288A) that 'where the impartiality of a judge is in question 
the appearance of the matter is just as important as the reality'. That was said in the context 
of a judge’s position where the question was whether a former head of state whose 
extradition was sought for crimes against humanity could resist liability to such extradition 
by a plea of immunity based on his having been a head of state at the time of the alleged 
crimes. In a context like the present, however, I think that the courts cannot avoid the 
question of whether or not there was actual bias. They must decide the matter upon the 
answer to that question, thorny as such a question can be. I do not think that this is asking 
too much. After all, where the appearance of bias is strong enough, it can lead to an 
inference that actual bias existed. Moreover, if things had been so unsatisfactory that the 
party against whom enforcement is sought had been unable to present his case, that would 
have provided him with a separate basis for resisting enforcement." 
108. Also, in Arbitration of Commercial Disputes, International and English Law and 




"where bias is alleged then the party making the allegation must show that that the arbitral 
tribunal has acted in a way where its impartiality has been compromised ('actual bias'). It is 
generally not enough for the party making the allegation to show that the circumstances of 
the case give rise to an imputation of bias or a lack of impartiality ('imputed bias'). As a 
general rule courts will only refuse to enforce international arbitration awards where actual 
bias can be proved." Para 13.55 
109. Mr Fung, on the other hand, relied on the statement by Sir Anthony Mason NPJ (see 
para. 50 above) that: 
"… a determination by a impartial and independent tribunal which is not influenced, or 
seen to be influenced, by private communications are basic to the notions of justice and 
morality in Hong Kong." [My emphasis] 
110. I do not believe there is any conflict between these views. What Bokhary PJ was 
emphasising was that one should not be too ready to refuse to enforce an award on the basis 
of one's notion on what may amount to apparent bias. There is nothing in Sir Anthony 
Mason's judgment which contradicted that. 
Disposition 
111. For the above reasons, I would allow the appeal and set aside Reyes J's order. I would 
also make an order nisi that the Applicants should have the costs both here and below. 
Hon Fok JA: 
112. I agree with the judgment of the learned Vice-President. 
Hon Sakhrani J: 
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